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Al!STRAK 

Nama : Muslim Ansori 
Prognun Studi: Magister A!.:untansi 
Judul : Anslisis Asimilasi Pasal !4 Tentang Independent Personal 

Services Ke Dalam Pasal7 Tentang llus/ness Profit Dalam 
OECDModel 

Dua mode! tax treaty yang ban yak digunakan sebagai acuan oleh berbagai negam 
(acceptable) adaleh UN Model dan OECD Model. Kedua model tersebut selalu 
dikembanglom sesuai deogan tmrtutan perlrembangan jaman. Saleh satu 
perlrembangan OECD Model adalab asimilasi pasal 14 tootang independent 
perrona/ services ke dehun pasal 7 tootang business profit. Bebe'1\pa 
argumentasinya antllnl Jain tidak ada perbedaan antara karakteristik pengbasilan 
yang diperoleh Wajib Pajak Omng Pn"badi sebagaimana diatur dehun pasal 14 
dengan pengbasilan Wajib Pajak Badan yang dialm dehun pasal7, pasal 14 tidak 
memberikan batasan yang jelas jenis kegiatan apa saja yang termasuk dalll!" 
peogertian pemberian jasa profesional, pasall4 tidak jelas untuk individu af>l!! 
jnga dapat dibedakukan kepada badan, dan tidak ada perbedaan - konsep 
permanent esJaiJllshnrent yang digunakan sebagai kriteria pemajakao pada Pasal 7 
dengunjlxed base yang dill'makan sebagai ala! uji pemajakan pada Pasal 14. 
Mengingat OECD ·Model merupakan salab satu aeuan panting yang digunallga 
oleh banyak Negam dalam membuat tax treaty dengan negam lain, maka pen\llis 
mengangap pedu untuk melakukan kl\jian teriJadap revisi OECD Model Tabnn 
2000 tersalan. Adapun rumusan masalab yang akao dibahas adalab apekab 
karakteristik pengbasilao yang diperoleh Wajib Pajak Omng Pnbadi sebagai mana 
diatur dalom pasal!4 sama dengan pengbasilan Wajib 1'1ijak Bedan yang diljll!r 
dalam pasal7 OECD Model. Kemudiau apa implikasinya teriJadap bak pemajalam 
ladoneaiajika tax treal)l Jndoneaia mengikuti revisi OECD Model tersebat di aljlS. 
Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalabaa dehun peoelitian ini 
adalab studi lit<:mtur. l3el:dasad<:an basil pembahasan, maka diabnpulkan babwa 
karakteristik pengbasilao Wajib Pajak Omng Pn"badi sebl\l!l'imana diatur dalam 
Pasal 14 dengan Pengbasilan Wajib Pajak Badan seperti diatur dalam PasaJ 7 
OECD Model memilild pemmaan dan pert>edaan. Pemmaannya adalab 
keduanya secan1 bakeket ekooomi merupakan peningkallm kemampUI!ll elronon!i­
Nomun tenninologi pengbasilao digunakao untuk orang pnbadi sedangkan 
tenninologi Jaba digunakao untuk badan etan pemsebaan Dari aspek tax treq(V, 
l1ak pemajakan negam somber diuji melalui fixed place dan fixed bMe. 
Perbeduanya yang teljadi hanyalah perbeduan aspek te!mis seperti atas nama 
pembayaranjasa, independens! pemberijasa, dan lain-lain. 
Penganlh asimilasi Pasal14 tentang independent personal services ke dalam Pasal 
7 teotang business profit meoguntunglom bagi bak pellllljakan Indonesia. Katima 
bak pemajakan meojadi !ebib luas melalui a1et l!ii BUT yang lebih variatif dan 
pemenuban kewajiban peqntiakan BUT di Iudonosia yang disamakan dengan 
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri memberikan keuntungan bagi ladonesia dmi 
aspek admin.istratif dan dari aspek per!uasan cakupan pajak yang dapat dikenakan. 
Altemalif lain, jika ditmopkan dalam tax treaty Jndoneaia dapet dilibat 
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berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal independent personal services d;m 
Pasal .fUrnishing of services. Ketentuan tersebut dapat berbentuk #me lesl, 
maupun persentase tertentu. Dampal<nya bagi bak pemajakan Indonesia bisa 
menguntungkan, sama saja, dan merugikan. 

Kala kund : peJjanjian penghindamn pajak berganda, jasa peoonal 
independen, laba nsaba, benndc usaba tetllp 
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ABSTRACT 

Name : Muslim Anson 
Study Program: Master Degree in Accoumlng 
Tille :Analysis of Assimilation Article 14 Regarding The Independent 

Personal Services Into Article 7 Regarding The Business Profit tn 
OECDModel 

1\4-'o tax treaty models, which vorious countries use as a riferem:e, are the flN 
Model and OECD Model. Both models are always developed aod improved from 
time to time. One qJ the Improvements is tire assimi/atifJ11 of Amc/e U ll/f 
Independent Perwnal Setvice into Article 7 on Business Profit. Seme arguments 
are as followings: then: is m> difference between the characteristics af ''income1

' 

earns by a Person, as stated in Article 14. with "fnccme .. earns by Company, as 
staled in A.rlicle 7; Article 14 dce.s not provide a clear limit em what lype of 
activities inc/nded in the definition of professionol services; Article 14 is not clear 
to the Individual or can it also be applied to Compony, and there Is no differe~ce 
bs!wUn the concepl of Permanent Est.ab/ishmenl, which Is used as tax criteria in 
Article 7 with the Fixed Base CQI'/Ceptwhich Is used as a tax /1)0[ test in Article 14. 
Given the OECD Model is one of the Important references used. by maJ!Y countries 
in making tax 1l'ealy with other cmmtries, the author.; perceive the need to stt«iY 
the reviSion of the Year 2(}()1 OECD Model. The objective Is to find out whether 
the ehoracterisllc of Pemmal Jnrome; stated In Article 14, Is the same 
ehoracterislic of Corporate Income, stated in Article 7. Then who/Wt111/d be the 
Implication if Indonesia applied the tax treaty of revised OECD Model. 
The methodology thot will he used in this reseorch Is the sh«iY of literature. The 
result shows that there similarity aod djfferences in the chorocleristlcs of Jnrome. 
Both ore essentially considered as the increase of wealth. II use the lermiwfcgy of 
Jncame for iodividual and Profit for corporote. From the lax: 1'reaty aspect, the 
State has tbe rights to exercise through Fixed Place aod Fixed Base. Other 
di.fforences are more in ro technical aspectS such as differences In the name P.f 
payment services, independmtee of service providers, etc. 
The assimilation of Article 14 to the Atticle 7 gives Indonesia the advantages in 
exerciSing its rights, because it gives more rig/J!s ond it does not recognize the 
tax-protected corporate income. If tbe tax treaty Is applied if' Irttianesfa, we hove 
other alternol/ves stated In Independent Personol Services Arilcle aod Furnishing 
of Services Article. These provisions can be in the form of time test and 
pen:enfage. 

Key wonts : tax treaty, Independent perSanal senices, bu.<iness profit, 
permanent establlshmmt 
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BABl 
PENDAHULUAN 

l.l. Latar Bdakang Pemilihan Judul 

Sejak disepakati dan berdirinya General Agreement on Tarlffi and Trade 

(GAIT) pada mhnn 1948, kemudian di'beutuk Won:/ Trade Organization (WTO) 

pada tahun 1995, globallsasi ekonomi dunia menjadi semakln nya!l!. Ralifil<;jsi 

wro secara re<m.i oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 19!14 

dengan menerbitkan Undang-Undang NoillOr 7 Tahun 1994 tentang Retifikasi 

Agreement &lablising the Woni Trade Organization, menandakan bahwa mulai 

tanggal tersebut globelisasi ekonomi juga teleb teijadi di Indonesia. Dalam 

globalisasi. batas anlam nugam satu dim yang lain menjadi hampir tidak >Ida. 
Peluang kegiatan usaha lintas negara yang dilakukan oleb badan hakmn dalam 

hentuk perusebean multioasional maupun kegiatan. orang pribadi dalam kapasitas 

proll:siouni, tranaaksi perdagangan antar negata, dan arus modal antar negara 

semakin lelbuka Iebar. 

Aspek positif globallsasi ekonomi adalah semakin lelbukanya pelnang 

pertumbuban kegialan usaha di selnruh belahan dunia melalui pengalokasian 

sumberdaya dari negara yang membutebken pasar lain aebagai tempat ekl!pansi 

bagi modal yang dimiliki (capitol exporting <X1111111y) ke nugam yaug 

membutebken modal untuk mendomng kegiatan ekonomieya (capitallmporllng 

countTy). Secara teori!is pengalokasian sumberdaya teraebut dihampkan dapat 

semakin mengembangkan modal yang dimiliki capital exporting country. Dislsi 

lain perekonomian capital importing country juga semakin tumbub. Keifna betah 

pihak akan menikmati peniugketnn penghasilan atau kemakmnran bagi badan 

hukom maupun mang pribadi di negara-negara letaebut. Pada ~ 

peningkatan pengharuan bedan bulmm maupun orang pdhadi di negara tersebut 

akan memhoka pelnang bagi negara lll!tuk dapat menlngkallam penerimaan pajak 

terutama pajek paugbasilan. 

Sa1eb sa1n kendafll yang mendistotsi koudisi ideal tersebut di alas adalah 

ad1mya kemungkinan pangeruum pajak oleh dull negara alas Slltu pengbasilan Y"''S 
1 Unlvetsltas lndoneala 
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2 

diterima suatu badan atau orang pribadi yang melakukan transaksi atau kegiatan 

ekonomi transnasional. Terminologi yang seeing digunakan pengeuaan pl\)ak 

berganda. Pengenaan pajak berganda tentu memberalkan pelako bisnis baik badan 

atau orang pribadi yang berbak atas pengbasitan tersebut. Sehlngga da~ 

bmkibat mengbambat tumbuhnya kegiatan ekonomi antar negara. 

Pengenaan pajak berganda dapat teljadi karena adanya penerapan prinsip· 

prinsip dan sistem ~ intemasional yang berbeda dianmm negam·negsra 

tersebut. Misalnya suatu negsra menganut asas domisili dalam meaenlukan pajak 

atas pengbasitan penduduknya sedangkan negam lainnya menganut asas Slllllber. 

Perbedaan dalam mende!inisilam penduduk, perbedaan mendelinisikm sumber 

pengbasilan, dan lail1·1ain. Meskipan pada umumnya semua negsra teblh 

mempunyai atunm tentang penoegaban pengenaan pajak berganda secarn ~ 

(•mi!atml) dalam Undang-Undang perpajakannya Illll!lUU perbedaan prinsip dan 
sistem perpajakan tersebut di atas tetap saja d<Pat menimbulkan kemiDlgkinjm 

teljadinya pengeoaan pajak berganda terliadap pengbaS>lan badan hukmn maupiDl 

orang pnl>adi yang soma. 

Oleh karena itu masing-masing negam pcrlu merekonsiliasi perbedaan 

tersebut. Rekonsiliasi dan jwisdiski piijak yang berboda biasauya disebut 

peljanjian pengbindaran pajak berganda (tax treaty). Tax treaty akm mengator 

dan membagi (distributive rul<) secarn. jelas bak pemajakan antar negam yang 

tedibatpeljanjtan atas pengbaSilan pendudllk yangmelakukan kegiatan atau USI!ba 
di negsra milm peljanjian. 

Dalam perpajakm intemasional teidapat dan model tax treaty yang telah 

banyak dignnakan oleh berbagai negam (acceptable) sehagai acuan dalam 

pemndingan persetnjuan penghinderan pajak herganda {P3B). Model yang 

pertama adalab tax treaty model yang dikembangkan oleh United Nations (lJN 

Model). Model ini eenderung mempe!juangkan kepentingan negsra-negam 

herkembang sehingga 1ebih eondong !llellganut revenue oriented principle. UN 

Model yang saat ini banyak digunakm oleh negam berkembang merupakan basil 

ke!ja dati Ad Hoc Group of &perts on Tax Treatise between Development and 

Developing C01111tr1esyang dibentuk oleh PBB pade tahun 1968. Group erpert ini 
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bertugas meneliti dan mencari cara-=:a yang memperlancar realisasi persetujuan 

antara negara maju dan negara berkembang. 

Model yang lredua adaJah tax treaty yang dikembanglom oleh Negara­

negara Eropa Barat yang tergahung dalam Organization for Ecanomic 

Coopemlion and Dwe/opmem (OECD Model). Pada awalnya OECD model 

meogacu pada lax treaty yang dikembangkan oleh Liga Bangas-bangsa pertama 

kali tahun 1921. Seteleh mengalami beberapa kali revisi. model ini kemudiao 

beri<:embang menjadi model yang berbeda dengan UN Model. Salah satu 

pedledaan menyolok adaJah digunokannya resident principle. Sememata itu., 

seperti disebutkan di atas UN Model menggunakan revenue oriented principle. 

Ped>edaan prinsip ini menyebabkan munculnya peri>edaan di beberapa pasal 4i 
kedua model tax treaty tersebut. 

Salah satu benluk revisi OECD model yang teOOni sdalah pengbapusan 

pasal 14 termmg independent personal services dalam OECD model tahun 2000. 

Pengatman Independent perso11PI services kemudiao diasimilasikan ke dalam 

pasal 7 yang mengatur laba usaha (business profit). Paling tidak leidapat e!Dplll 

argumentasi yang meodasari penghapusan pasal 14 tersel>ut.1 l'ett4ma, para pokat 

perpJijakan yang tergahang dalam Commetlee on Fiscal Affair of OECD tahun 

1996 memandang bah:wa tidak ada pedJedaan amara karakteristik pengbasil.an 

yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai mana diatur dalam pasal 14 

deagan pengbasil.an Wajib Pajak Sedan yang diatur dalam pasal 7 OECD Model 
sebelumnya. Kedua, pasal 14 tentang independent personal services tidak 

memberikan bafBsan yang jelas jenis kegiatan apa saja yang fmnasuk dalam 

pengertian pelllbedan jasa professional. Atau, pemberian jasa proll:sslonal 

fmnasuk sehagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak independent. Ariinya Pasal 

14 badaku unttlk semuajenis kegiatlm yang bersilllt independeot Ketfga, koasap 

residen yang digunakan dalam pasal 14 melipllli individu dan badan.2 Jadi, lidak 

jelas kepada pibak maua "'ia Pasal 14 dibarlokakan Apakah badaku untuk 

individu 8flm juga dapat dibarlokakan kepeda badan. Keempat, tidak eda 

pedJedaan antam keosep permanent establishment yang digunakan sebagai 

' J.W.!.de Kolt, "Why Miele U (JndepemJentt per;sonal Sl!MC<S) was De/Oed from the 
OESO Ml>de/TaxC..,..,Jcn",(dalam~Kluwerl.awln-...J,200l),hal. 75. 

2/bld, hal. 74. 

Unlvenlllllllndonoillto 
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!criteria pernajakan pada l'asal 7 dengan faed base yang digunakan sebagai alat uji 

pemajakan pada Pasal 14. 

Pengbapusan dan asimilasi pasal 14 ke dalam pasal 7 tersebut menarik 

untuk di4ji Iebih jaub mengingat OECD Model merupakan model tax treaty yang 

banyak dijadikan acuan oleh Negara-negara maju dalam negosiasi atau 

renegosiasi tax treaty. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakakan 

penelitian dengan judo! "Aiuilisis Asimilasi Pasal 14 Tentang Indepemlmt 

Pem>lflll Servlci!s ke Dabun Pasal 7 Tentang Buslne$S Proflt Dalam OECD 

Model". 

1.2. Permasalahan Penelilian 

Seperti teish diunrikan dalam latar belakang ...... ish tersebut di alas 

bahwa alosan ntama pengbapusan Pasal 14 teotaog Imkpendenl persoiUll services 

dan kemudian diasimilasil<an ke dalam Pasal 7 teutang basiness projil sdalah 

tidak adanya perbedaan mendasar an!lllll "karakterisasi penghasilan" yang 

diterima atau dipemleh oleh Wlijib Plijak Orang l'rihadi (WPOP) seper1i yang 

diatur dalam Pasal 14 dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak ~ 

(WP Badan) seper1i yang diatur dalam Pasal 7 OECD Model. 

Untuk mengkaji pengbapusan dan asimilasi Pasal 14 tersebut, maka 

peneliti merumuakan masaleh peneliDan sehagai beriJrut: 

a Apakeh karaltteristik penghasibm yang dipemleh Wajib Pajak Orang 

Pn"badi sebagaimana diatur dalam pasal 14 sama dangan panghasibm 

Wl\iib Pajak Baden yang distur dalam pasal7 OECD Model? 

b Apa imptikasinya bagi bak pemajakan Indonesia jika tax treaty Indonesia 

mengiknti perubaban tersebut? 
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1.3. Tujuan Penelilian 

Tujuanyang illgin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai bcrilrut : 

a Untuk mengkaji apakab kamktaristik penghasilan yang diperoleb Wajib 

Pajak Orang Pribadi sebagaj mana diatur dalam pasa1 14 sama dengan 

pengbasilan Wajib Pajak Badan yang diatur dalam pasa17 OECD Model 

b Untuk mengidentilikasi itnplikasi bale pemajakan Indonesia jika tax treaty 

Indonesia mengikuti revisi OECD Model~ di atas 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari sisi alatdeuris, penelitian ini dihatllpkan dapat melengkapi ,.,te...,.; 
dalam mengembangkan kajian perpajakan intemasional. Sedangkan dari sisi 

praklis dihatllpkan dapat meojadi salab sata tefelensi un1llk lllOIIIIlhmni 

perl<embangan 1m: trea1y daa implikasinya terhedap hale pemajakan Indonesia. 

1.5. Sislemalika Pennlisan Laponm 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi umian Jatar be!akang masalab, nmmsan masalab, tqjuan 

penelitiau, man1ilat peoelitian, dan si.<temonlm peonlisan lapomn. 

BAB H KERANGKAPBMIKIRAN DAN METODEPENELITIAN 

Bab ini mengmaikan tinjauan pustaka, kentngka pemikimo yang 

dignnakan dalam anali.sis berupa personal services, lronsep P~ 

Establfshment,jurisdjksi pemajakau, konsap P3B, metode penelitian 

BAB ill GAMBARAN UMUM INDEPENDENT PERSONAL SERVICES DAN 

PEJ/MANF..NT ESTABUSHMENT 

Bab ini membabas tentang Jwkpenilent personal services dao 

Permanent Establishment berdsssrkan P3B OECD Model dan UN 

Model, yang terdlri dari independent peFSQJ111/ services (1'asal 14), 

Permanent Establishment (Pasal S) dan Business Profit (Pasal 7), Borne 

Rule (Pasal 14 UN Model), Time test imkpendent personal services daa 

furnishing of services, daa fixed base, serta ketentuan perpajakan di 
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Indonesia yang meliputi personal services, fo.mishing of services. dan 

Permanent Establishment, 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGARUH ASIMILAS! PASAL 

INDEPENDENT PE!i1JONAL SERVICb"S DALAM PASAL BUSINESS 

PROFIT J1KA DITERAPKAN DALAM TAXTRJjjjTY INDONESIA 

Bab ini memaparlmn anolisis tentang apakab k.arakteristik penghasilan 

yang diperoleh Wajib Pajak Onmg Pnbadi sebagai mana dialur dalam 

pasall4 sama dengan penghasilan Wajib Pajak Badan yang diatur dalam 

pasal7 OECD Model. Dan, implikasi ternadap bak pemajakan Indonesia 

jika tax treaty Indonesia mengiknli perubehan OECD Model tahun 2000 -BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi kesimpubm berupa jawaban dari bsail penelitlan allis 

permasalab.an yang telah dimmuskan dan rekomendasi. 
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BAB2 
I.ANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN 

l.l. Landasan Teori 

2.1.1 PmoMI Services 

Jasa alan pekeljaan yang dilakukan oleh orang pribadi umumnya alom 

mengbasilkan k_..,.i berupa pangbasilan bagi yang bersaoglrutan. 

Pengbasilan yang bernumber dari jasalkegiatau persollal ini dapat dikategoriklm ke 

dalam dlUI kelompok. Pertiurrn, pangbnsilan yang dipemleh dari melakukan 

kegia!Bn alan pekeljaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi Ke4ua, 

pengbasilan yang diperoleh karena melakukan suatu kegiatan usaba (bU$iness 

profits). Pengbasilan ini dapat diperoleh baik oleh orang pribadi ataopan badan. 

Pengbasilan yang be!sumber dari jasa pn'badi dapat dibedalam menjjldi 

pangbasil"" dependent personal sevices dan pengbaSJlan i~t persoJJal 

services. 

2.1.1.1. Pengbasilan Depemlent l'ersotUtl Sevlces 

Pengbasilan dependent pe=nal services adalah pengbasil"" yang 

diperoleh seseorang dengm bekelja sebaga.i karyawan (labor income). Thuronyi 

meuyatakan "the basic definitions qf employment income :siwuld i1>chlde ll1!J' 

compe11lf(1Jff>n directly or indirecJ/y related to the emp/Q)Itnent re/ati()nship".' 

Definisi dnsar pengbnsilan dari pekeljaan (emp/<>yee Income) adalah pengbasilan 

yang di1<rima pegawai yang melipuli kompensasi secarn langsung maupun tidok 

langsaog selama beruda dalam linglmp buhungm pekeljaan. 

2.1.1.2. Pengbasilan Irulepemlmt pmonal senices 

Pengbasilan independent personal services adalah paogbnsi1an yang 

diperoleh orang pnbadi dati melalrukan suaw pekeljaan bebas (income from 

independent personal :;ervices). Orang pribadi ter.lebut mendapatkan pengbasilan 

3 VictorThuronyi. Tar L<rw Design and Drojllng wl. 2 (lmematiooa! Mooelely FWld:l996), 
bal. 16 

7 
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bulrnn dengan """1iadi katyawan, tetapi menjalankan suatu jenis peketjaan 

profusional seeara mandiri (self employed). Pengha.<ilan independent pcr:mnal 

services adalah peoghasilan yang diperoleb individu yang melaknkan peketjaan 

bebas berdasarlam pada keabilan professional yang dimilikinya.' 

Kalakteristik dari independent pcr;sana/ serviCes adalah diperlukannya 

intelektual yang tinggi atau mempunyai personal /mow-haw.' Xu mengutip 

penilapat Vogel bahwa permanent servlcu biasauya tb1akukan old> omng pribadi 

yang memiliki keahlian di bidang seni, pelalilum ilmiab, dan kreatifill!S. 6 1:e!api 

peudapat yang bell>eda dilremukakao oleb Miclll!ux (19117) yang menyabll<an 

babwa independent personal services mernpakan pemberian jasa yang dilakukan 

atas usaha individu deogan llilmBIW" sendiri. 7 

Kalakteristik independeat per.ronal setvlces !ainnya dikemukakan oleh 

Gunadi (2000) yang menya!akan babwa independem pemnol semces adalah 

peogbasilan individu yang IIO!kait deogan pemberlan jasa """""' ~· 
Se!ain itu, ~ dau transaksl itJtkpendolt per.ronal 5e11'/ces selalu diJaknken 

di tempat yang beri>eda- sering b<:<pindah tempat.' 

:U.:I. FumisltingofSnvices 

Furnishing of services didetinlsikan sebag& pemberlan jasa old> 

Jl"<<IS3baan luar negeri mclalui katyawannya atau pihak yang ditunjuk 

mcwaldlinya, yang secara fisik dilakukan di negara sumber. Fumlshlng servtcu 

dialur di UN Model pasal S a:yat 3b tetapi OECD MOdel tiduk meugafnr secara 

spesifik tentong fomlshing seJVice.s. N11111U11 dooul<ian OECD Mock! memiliki 

pasallS yang mengatur £onlllng Dependent Personal Services. Pasal ini memang 

menggnnakan te<minologi yang berbeda dengan furnishing services UN Mqdel 

namnnmempunyai....,.;yang seropa. 

'n.n..al""' deoD""'Y S<plriadi,~CU. (dolam Io!!ide Ths, edisi ~ 1001). 
hat 37. 

1 l.WJ, deltcrt, -{}p.Cit.,&at. 71. 
'r .... x., o,.at, bal. 2011. 

• 7 Tim'JW.lbid 
1 Gunadi, "Tatatlon on Personal Seni<X! .fnlxJrru!Based an ~ Tta; JAw and Tax 

""""'"· ~ 20011 bal. ••• 
Ttan X., Op.Ot., bal. 213. 
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Orang pnDadi yang memberikan jasa dalam kategori fomishing se,..,ices di 

negara sUlllber mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan yang menugaskllnnya. 

Biasanya proses dan mekanisme pemberiBn jllS/i yang dilakukan harus mengikoti 

instruksi dan sistem prosedur opornsi perusshaan agar dapat dijamin standar 

kualitasoya_ Altinya, pemberi jasa tmebut bersifut dependent terlladap sua!U 

pet'USllbaan atau badan tertenlll. Oleh karena ill! fomishing .<ervices <ering i'fll'l 
disebuttlepentknt personal services. 

2.1.3 llusilleSS Projfl 

LabB emba (business profit) didefinisikan sellagai !abo stan ~ 

yang diperoleh suatu perusahaan atau enleip- alaS emba atau kegiatan bisqis 

yang dW.Irukan dalam s...m periode lertenlttlJusiness profit diatur bail< di OECD 

Mode!, UN Mode~ manpun di Undang-Undang Nomor 36 Tahun2()1)8 Tentang 

Pemhaban Keempat Undang-Undang NOill£1£ 7 Tahun 1983 T-g Plljak 

Pengbasilan. 

Kedua model tax trealy ~ bahwa busin&S profit dapllt 

dikenakanan P<!iak di negsra sumber banya jika 1lSaha atru business ternebnl 

<IW.lmlrnn di->UIIlll« melalni pen!lf11N!1JJ 8Sioblishm1111J. Unruk mtliU!Mikan 

pengbasaan yang dapat dikenakan pajak (pangbasl1an permanent estahltskmen/ 

yang """'jadi nbyei< P'!iakl di llO!I"T3 sumber, mo1rn b1rdapat ~ altemfifif 
pendelaW!n. l'edltma, attribution pmwlple. Menumt pendel<at1ln ini !abo usalla 
alau Pl"lllltasilan yang dapat dikenalrnn pajak di negara swnber lu!nyalah llll>a 

waha atan pengbasilan yang bernsal dari kegiatan yang dHaktikan oleh permanent 
~ .itu seudid Tennastlk; peng_hasilao yang bersumbet dmi hat:ta yang 

dimilild atau dikuesai. Dimiliki indll<asinya misalnya teral!llum dalmn """!"" 
BUT. Teruutsnk dalam pengeftian dilruesai misalnya dalmn p<ngaW!IS8JI, 

pengelolaan, atan dalam administmsi BUT .. Pendelrutan ini dianut oleh D"fllll''• 

negara maju yang r.:rgabtlng dalam OEcr>. Oleh lrnrena lin OECD Moll~ 

mengnkomodesi pendelrntan ini. 

Pendekslan kedna adalah force of aft1t;Jclion pri»ciple. MontJillt 
pendekatan ini, laba usaha Slllllll pel111011ent establishment tidsk banya !aha <lllf! 
keghitan yang dilalmJrno olah pennanent establi.slmzeni tmebut, lelllpi .i<lf'l 
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men"'""'p laba usaba afau pcnghasilan yang berasal dati lregiatan yang dilakukan 

secarn lani?.'Ullg oleb kl!ntor pusat di negara sumber yang sejenis dengan kegiaran 

usaba yang dilaknkau oleh perl11lUW11 I!Siab/ishmenf_ Perulcla!tan ini banyak 

digunJ!kan oleh negara-negara berlrembang lmrena dapot memperluas janglomap 

pemajakan dan dapal: mengeliminasi pengelakan pengenaan pajak (lax avoidance) 

dengao cam mem-by pass BUT di negam sumber. Undang-Undang pajak 

pengbasilan lndonesiopun menggunakan penilela!tan inL 

Pendekatan lretiga adaleh effeclively connected Income. B..-dasarkan 

pendekalan in~ negam sumber dapal: mengenakan P'liak alan pengbasilan yang 

be:rsumber dBri modal (pastve income) wajib pajak luar negeri yang mempunyl!i 

BUTdi-sumherjikalilnlapatlwbunganef<l:tifantaraBUT!ersebutd""gan 

ak!ivilas afllu kegiatml pemberi pengbasilan teJse!mt Passive inoome melippli 

de>iden, tVJ-<llly, banga, dan lain sebagainya. 

2.1.4 PermirMIIL Esfablb!Jmmt 

2.1A.L Ddlnisi~~ 

Definisi permtnt1!111 establishment metl!Jnlt Jaja (2005) adalalt suaru r.mpat 

tmemu dimana selmuh atan seb~ usaba pml!labaan (Iuar negeri) dijalankaJ). 

Gmmdi (1999) moodeflnisikan permanent establl:shment sebaglli suatu ambang 

baJan (thre>irold) alan SWlln kriterill yang memungkinlam suatu negara ~ 

memajaki pengbasilan dBri bisnis (dan profesi) trii11Sal!Sional (lintas perbataslul). 

Sedanglgm T. Arson<> (2007) menyolabD behwa penna»en1 establishment 

moropak:un konsep yang dipe<gwakan secora hms dalam pe!plljakan ~nasioqol 

nuluk menenrukan apakab sual!! pengbasilan sebarusnya a1lm tidak sebamsnya 

dipajaki di negara di Ill8ll15 JICI!gbasilan diperoleb. Duenbeqr (1993) 

mengemukakan ·bahwa penna»en1 establl:shment &nengafllhmg pengertian yang 

bervariasi dati treaty yang satn lre trealy yang laimya, retapi -1 

wablishment merupakan soatu liisilitas, suatu konsttuksi, dan suaru hubnnF' 

keagcnan, 

Dari behen!pa knupan tersebut. maka dapat disimpnikan bahwa permanent 

establishment dipergmmkan untuk menentubn bak pc!Diijakan dBri snalu negam· 

somber JlCIIjlbasilan atas pengbasilan yang diperoleh badan alan orang pnOadi 
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yang merupakan resident dari negar4 domil;ili. Suaru badao yang bertempat 

kedudakan di negara domisili !tanya dapat dikenakan pajak atas pengbasilan usaha 

ole!t ne81Jro. """""" llpOhlla badao ~ di uegru:a lWllli>er menjalankan 

t!Sabanya atau. melalcukan kegiaJan me!alui watu Permanent li.<tablishment. 

Pengenaao pajak ~ hanya seballiS poda penghasilan yang dapat 

dilrelompokkan nreujudi laba usalut dari permanent estab/islunent. Sebagai titik 

ambang ballls pemojakan, maka setiap usalut dan kegia!an llllnsnasiOiud yang 

tidak memenuhi laiteria permanent establishment dibebaskan dari pengenoan 

pajakdi~-· 

2.L4.l. Karaktuislikl'enmmenl' ~ 

Memuut 1o1m Hidagaol (2007) permanent establishment mempueyai 

karakteristilc sebagai il<:<i!ret: 

a ~t.eropatusahall«upa P"''""""' 
b Tempat.usaha~bersililt!001p. 

c Kegialan usolJa pems.alJaan dilakulam melallli tempat usolJa ~<m:but. 

d SiJilt nsahanya hllrus ~ di """"' badao usalut fleo!ebut tumt audil 

dtilam ~ laba usahahagi pel1lSi!l!oanuy 

2.1.4.3. Klasifi~Dtsihmtanent~ 

Menumt SIJelkln dtilam lmkuuya yang beljwlul •JnterpretaJion oJ1d 

Application of Tar Tn!Ofles", seperti dikntip o!eh Damssalam dan Datmy 

Sep!riadi pada amkcl be1judul "Kapan Suatu Agen Di1mggap Sebagal Suatu 

Permanent Es4zbllsiunelll?", membagi pe~ establ/5hment ...,yadi tiJl1l 
kclompok sebagai berilwl: lO 

a K-.m dasar penntment establishment {ltusic rule) yang 1ternpa: 

• Su.atutempat usalla, 

• Tempat usaha ~ hllrus bersifilt letq>, dan 

• Adanya l:egiatao usaha yang dijalaolam di !empat usaha yang 

bersifilt letq> tersebut. 

b Pef7!1QMntestab/iskm<nt~ (constructiond'ause),dari 
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c Permanent establishment agen (agency clause). 

Sedllngkan Skaar meayall!.kan bahwa klasifikasi berdasarkan. kcad••n yang 

meoimbulkan perrmmenl estahlisltrtu!:nt akan metnbetik.an kejellisan dalam 

penentuan keben!daannya dan menunjukkan bukti keterlalitan antara l>eberapa 

kondisi yang bezbeda, yang mooilllbulkan permaNI!1lt estahlidunent. Tcrutama 

keterkaitan antara tempat usaba dengan kegia!an usaba dan hubungan. anta.ra 

W'!iib Pajak ~ to:mJW.1 ~!Saba. Skaar mem1!erilom klasifikasi ~ 

pada p<:t!ldopat Heil>ert w-. dalam tiga Slldutpandang:" 

a Kehadlnm secam obyelaif SWllD Bur dinyalakan muncul melalui rem pat 

usaba lisilc dan lolwirempat ~!Saba pada satu rempatyangspesililc. 

Kehadlnm secam subjelc!if dinyalakan melalui bmampwm, -. bale, 

tllll!lk mengorganisasi kegia!an usaba melalui temp.! usaba t<=bat. 

A:ktlvitas yang <.\~ eli ll:mpat usaba itu. alah l<egiatan usaba 

pet'I(Stlfuau:t. 

c Kehadlnm secam fimgsi<m.'ll Secam Jimgsiomol lreiJadir.au sur diJ.i1lot 
dalam empat aspeksebagoi berilrut: 

• Mi:menuhi -- silllt alami, aktivitas yang dijalenlam 

perusaliaan yan.gmengbasakan p<mdapatm adJilah al:tivitas usaba. 

• Al<!i..W.S usaba adalal>. ~ usaba yang dapat dllemukan dalam 

lcetentwm hnlcum domestik 

• Al<!i..W.S usabaadJI!ah l<egiatao usaba sebaga1mana ditmtnbn dalam 
tar ITOIJiy. 

• Business ~on let«, yang IIJIIIIJYIIIillwJ. hahwa l<egiatao usaba 

<.\aalcsanakan melalui rempat usaba t<:<selntt. H~ antam fmrjllll 

usaba dangan lcegialan usaba. 

2.1.5 JwOOil<sl Pemajalom 

Oelinisi juriscliksi ~· rulalJih 1rewerumgan SWI!u nefllllll 1lllflik 

mezumuskan dan IRe!!lberlaltul "-tan fl<l'P'!ialcan {OW.OO, 1980).1urisdll:si 

pemajabut-. ~lsn seseoomg dapm; di4.asad<an pada: 

n ArndA. Skaar. Op,Cir, bal. lOJ-.107. 
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a. Status personal (persolf{l/ allegi<mce) atau subjek (subjccltve atlachemeni), 

berdasarlam B1llS kcwargancgarwm (citizenship, polilical allegiance), 

lelllpat tingglll (domisili) atau niat untuk tingg.l (Intention to stay) ;;ena 

kebera<laan atau l.:oha<liran m~tuk <ll'8.llg pribadi, dan ~ernpat pelldirian, 

tempatkedudulomm.majemen(efeklil).alaul.:antorjlWll!tuntukbadan. 

b. Kaitan elmnomio (economic allegiance) yang dapat berupa menjalaulom 

usaha ainu kogiamn profaoional serta · penerimatm pengbasilon y<mg 

bcrsumber dlncgnm pamungut pojllk. 

Adanya lropcmililam kckayam (property) yang t.ltk:lak di negnm 

J)OIIIl1llllllt pajak." 

Jurisdiksi pe!JJ8julom y<mg b~ .padu permlim suhjektif <iisebut 

jurisdiksi domisili (dontlcil/iary jur/liiellon) seclantlknn ·julisdibi yang 

bcrdBsatlam lrepada sumbcr pcnghasilart discbut juriadil<si sumber (source 

juritliclion). Jurisdiksi domisili mf)llgguMkan p<lllllian 1!ld!jel< untu1:: 

m<mbebaulom pajak pendapaum dari seluroh dania ifu/lt«x 1/abi/llty). Habungan 

an1am negnm oebagal pemegangjurisdiksi mengonalom pajak pai!a.<>r.UJg.pn'badi 

dm badan sebagai suhjek pojak yang dldaslldoln padu - perooaal di -

~ P<ll1alian <!Ubjak inl moMillukan -pertalian Jiskal 0B1Bm negnm .dengtm 

subjek pajak, dinuma ba! inl melibatl:en lilkloc fomull (/<ga/1 _.u tempat 

kodiamon seseora»lJlalau tA:mpat efek1if DIOliOjc:mc> dari pausabaan." 

Jurisdiksi - rner<ljlllklm P""ll""""" pajak di - - dinuma 
sumber pengbasilan bomsal ~ sumber pengbasilm menurut Rsdmtaoto 

Sumhmat (2005) teQllmlultg dari duo ba! pokok. Portama, jenis pengl!osilm itu 

S«<diri duo yang ke<lwl adalelt <rumber peogbosil1111 betdssa!kaa lladang-Uodang 

pajak dari swuu ""!!~~"'. 
Pada ummnnya ;uatuk mme.nto'hn letak s:umber petk8hasilan, jenis 

penghasibm dibagi menjl!di d!UI, yaitu penghasibm dsri usaha(aclit!e -) dli1l 

penghasilan dsri modal (Jxw;lw: il'llXJme), lurisdiksi tllllllber ~ pada 

suamllSUII1Si babwa negruv, sumbcr memberikan k<mlrilmsi lrepada bgi&ll1!l usaha 

12 Gu1adl, FcrpaJaAunlntemasfcllal edisl revisl, Q'- l.omltap P...roit F£ Ul, 2007), 
hal. 54. 

u Ibid. Hal 55-56 

,---
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milik omag pribadi atm badan negam doroisili UDluk memperoleh pengbasilan 

dan negara tersebut. lmplikasi dan jurisdiksi sumber ialah bahwa negam sumber 

secara sah dapat memungut pl!jak dan orang pribadi atau badan bulrum yang telah 

menerima atau memperoleh pengbasilan dan kegiatan usaba di negara sumber 

tersebuL 

Terdapat asumsi bahwa jurisdiksi suml>er dlanggap lebih utama d~ 

jurisdiksi domisili. Alasann:ya adalah ada!zya lilkll>r UDluk memproduksi 

pengbasilan di negam sumber, kemungkinan negam snmber telah !lllllllherikan 

perlindllUgan, dan dapal meru:iplakan l<eodaan :yang mend•da"'g proses produksi 

peogbasilan Maka negam sumbedah yang paling berbak memungut pajak •!J" 
pengbasilan tersebut14

• 

2.1.6 Peojallilan PeopiDdaran Pajllk llergallda (Tar ~) 

:!.1.6.1. Ddluisidall TujWUl :liD; Tm>zy 

T,.- treaty adalah peljanjian perpajakan antara doa negam UJltllk 
mengbindari !Oijadinya ~akan berganda ll!all penyclnndopan Jll!iak OlliS 

pengba\lilan dan kegialan ekonomJ transnasional sebagai akihat dati ptmWillii8D 

~ pelpl!jakan :yang bed>eda dianlim kedoa negam tersebut Delini&i 

menurut Richard J.Vann (/ 996), ta< treaty merupakan "lntemaliOIIal agreements 

entered Into by ~es and hence subject w general inJemoJfonal law on 

Jreatles as codified in the Vienna Conwmtlon on The Law ofTreaties". 

T'!ill8ll utuna dida!amnya Ia< lreDJy adalah 1l1llllk mombatasi p­
Mak betdasad<an ketentuan Jll!iak domesl!l< oleb negam :yang mengadajlan 

perjanjian scm. UDluk !lllllllherikan lrerlnganan a1au peogmangan P'liak 

be!plda. 15 Pemberlakuan lax treaty di suaru negam akan mempengarubi 

p<:tatll!lm perUndang-Urulangan p<:tJll!iakan nasi!lll8!, bnma pada dasamya 

l<ebemdaan ta< treaty adalah UDluk membWsi pen<:npan ketentuan perpa.ia11!!D 
d0111tStik. •• Dengan berlal<Wt:ya tax lreaty maka dalam suatu negara1erdapat41ll! 
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sumber huknm perpajalwl, yaitu ketentuan menurut tax trenty dan ketentuan 

menurut Uadang-Undangperp'lialam domestik. 

Meaurut Surrey, seperli yang dikutip oleh Gunadi, 1m: ti!'Mty merupakan 

pe!janjiaa bilateral antarn dua negarn dengan mjuan utama uamk menenmkan 

p<me<ahan terbadap pemajakan berganda inlernasiooal yang disebabkaa oleh 
implemc:ntasi pemajakaa berdasatkaa ketentuan domestik kedaa negarn alas suall! 

obyek atau subjek pajak yang sama." Sampai saat ini lndooesia sediki!lij'a telllh 

memiliki tax trnaty dengaa 5? negara. 

%.1.6-2. Proses Pembualan Tax Treat}> 

Penyasunan 1m: trenty teRiiri dari beb<npa labap yang berbeda-bef!a. 
lefl!1'nhmg dari b;mdisi hokum dan pniklik yang berlaku pada negara yang 

menl!1'dakau pe!j81Jiian. Meaurttt Shelton, seperli yang dikutip oleh Darussalllu! 
dan Daaoy Sep1ri&1i dalam bakunya yang be!judul ''Membalasi Keh«zsaan Ull/flk 

Mengenai«Jn Pajak", labap-labap yang biasanya dilalrukan dalam PIOSI'S 

pembuatau 1m: treaty adalab sebagai bedlrut:" 

a Tar trlu:tty biasanya didabului dtmgan komuaikasi awal yang dil~ 

an111m pemeriolab kedua belab pihak yang ingin meol!1'dBkaa pe!jaojlan, 

da!am hal ini biasanya dilalrukan oleh M..n.ri KeUIIIIgaa atau OtlJrit!ls 
Perpl\jakaa.melalui Me!llerl Luar Negeri. 

b Apabila kedua belab pihak seugu uamk melakukaa negosiasi pembuatau 

P3B makadirumoskan prioritas yang hendakdibahas. 

c Penentuan fllnggsl dan lokusi negosiasi. 

d Bahasa yang akaa dif!!malam saat negosiasi dan lremungldnan 

diperlukunnya pene!jemab. 

e Pe:rmkanm dokumen (Modcl PJB, P3B tea!l<hir yang bellakn, d;!n 

peraruran pajak domestik) sebelum dimulainya negosiasi. 

f Peuetapan anggota delegasi yang akaa mewaldli dulam proses negosjftsi 
P3B 

11 Gunadi, Op.Cit., hal. 159, 
11 Oarussals.n:t clan Danny Septri.ad.i. "Membato.si Kebuuaan UnM ~ Pajqk", 

(J- Clm<lindo, 2006), haL 39. 
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Selain tabap-tahap di atas, Danny Septriadi (2006) juga menyebull<lm 

tabap selanjutnya, yaitu: 

• Tabap pecsiapan negosiasi 

b Tabap pertmna negosiasi 

c Negosiasi mmbtlban 

d Tabap kedua negosiasi 

• Tabap pemberilln parafpada dnql 

f Persiapan untuk penandalangTilll!.ll 

g Tabap mifilalsi 

h Prosedur Lain 

2.1,6,3. R-

Negam yang memberikan .resetvalion tidal< tunduk prula tal dari treaty 

model dan ~ yang tenlapat dalam commenlary." Reservotioo berarti 

suatu negara tidal< terikat dangan ModeL Mfmlrut Van der llnlggen, negam 

bed<.embal!g prula umumnya 8lom ke.bilangan hak pemajalom jika. mengikuti 

inisiarif dari OCED QIDpll memberiloln reservatioo.,. 

Oleb kanma ilu pads dnsamya setiap negarn mempunyai kebebasan dalam. 

proses negosiasi tax /l'eQ/y. Seliap negara mempunyai hak penoh untpk 

menentukao klansul-ldausul yang 8lom disetujui. Altematifuya bisa mengik]!ti 

sulllh samtllO!Iel m tr• )'lllg ada a~au1111mg!<in tidal< m<:ngiiMi tllO!Iel-model 

tersebut Yang menentulom adalah negarn ilu sendiri don kelruatan negosil'$i 

negma mitra. 

2.2. Kenlllglla Komeptoal 

Sccam "'-"is, kenngb k<mseptual penelitiao ioi monpak pads Bagan 

2.1 di bawah ioi. Tnmsaksi atau kegi- eb:momi yang dilakukan oleb ~ib 

pajak luar negeri bisa dilalrukan oleb omog pribadi - suatu ballan. Tnmsaksi 

atau kegiatan usaha akan memberiken pengbasi!an bagi onmg pn"bodi atau badan 

" !>arussalam dsn Il!m!ly Seplriadi, fAgOt., dalam lnsido TIIK, ectisi Sep- 2007, lloL 
39. 

lO Edwin Vander Bruggen, Op.CJt., hal. 605. 
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yang melalrukmmya. Pengenaan pajak atas pengbasilan t=ebut bisa teljadi di 

jurisdiksi negara sumber atau di negara domisili atau bahkan muugkin di negara 

somber juga di negam domisili. Jika yang teljadi adalah pemajakan di negata 

sumber pengbasilan dan di negam domisili berarti telah teljadi pengenaan pajak 

berganda. 

Untuk menghindari teljadinya pengenaan pajak berganda. umumnya 

negara sumber dan negara domislli menyasuu dan menyepakat tar treaty. 

Penyusunan lt:JX treaty dapat mengac:u pada model-model tar treaty yang Ielah 

ada. Dua model tm: treaty yang banyak diganakan (acceptable) adalah UN Model 

dan OECD Model Kedua model tenebut memiliki format yang hampir sama dan 

selalu dil<•ll•••!gl<an Pada fllhun 2000 OECD Model melalrubn mvisi dengan 

mengasimilasi pasal141entang Independent penrond services ke dalam pasal 7 

tentmg /Jusines$ Prqflt. 

Beberspa argumeotasinya antara lain tidak ada ped>edaan antara 

lmtak1eristik poogbasilan yaug diperoleb Wl\iib P,Yak Ornog Pribadi seba!J8i mana 
diatur dalam pasal 14 dengan pengbasilan Wl\iib P,Yak lladan yaug diatur dalam 

pasal7, pasall4 tidak memberikau balasan yangjelas jenis kegia1lm apa saja yaug 

tennasuk dalam pengertian pemberianjasa protesional, pasa114 tidakjelas untuk 

individu atan juga dapal: dibedalrnkan untuk badan, dan tidak ada pedJedaan 

antara lroasep permanent estoblishmem yang diguuakan seba!J8i kri«o:ia 

peD)ftjakan pada Pasal 7 dengan foed base yaug digunakan seba!J8i alat ~ 

pemajakan pada Pasal 14. Penelitian lui bemsalta mendalami apakah iwal<teristik 

pengba .. laa Independent penrona1 services memang sama dengan iwal<teristik 

pengbasilan badan? Kemudian apa dampalmya bagi hak peD)ftjakan !Monesia jika 

mengikuti asimifasi tersebut? 
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o-g- I - -- Negam D<rndsili 

I taxTreary I 
UN Model ! OECDModcl 

"""''(;lbJ ... 7 I ..... 
Flll!lithi.not Serna:is· -·- IPS 

L 1 
~~I -~~ - l'<n-lPS 

+ 

:U. Pc:udi6an-ptDdilian s.belumnya 

Penelitian tenllmg penglmpusan pasoll4 pemah dllakukan oleb Tian Xu 

dengon judnl "Observation m former Amd• U of OECD Model ami the 

Ramification ufits delelian"11 Pene!itian lni antam lain menjelaskan evolusi dan 

aspek historis Pasal 14 OECD Mi>del, ped>edaan mendalam antam Pasal 14 dao 
Pasal 7, juga pengaruh dan implikasi dari pengbapusan Pasal 14. TujUllfl 

penelitiannya ada.1ah (I) untuk menlll\ii periledaan- dan p!a1d.is lllllln'8 Pasal 

14 dan Pasal7 pada OECD Model terkait dengan pemajakan teriladap indeP"!!dem 

!""""nai services, (2) menlll\ii pengaroh penglmpusan Pasal 14 ted!adap l1al< 

pemajakan negam sumber, (3) berdasarkan kamkterisiik, apakah ~<ja 

21 Tum:XU, ''~~ F~ Artide UojfhcOF.£1> ModelandUwl?iJmlfo;mlt»J(!{ 
its Dclelfon"~ (dalam Pmrwumlt EstabliShment in Intemational Tax Law edited by Ham~ 
Aigner and Mario Z'uoger. t:inde Verlitg Wien, 2003): 
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kemungl<irum bagi UN Model untuk mengikuti perubahan yang dilakukan oleh 

OECDModel. 

Penelitian Xu ini menyimpulkan b.ahwa OECD Model membogi ke dalam 

dua pasal yang tetpisah yaifll independent personal services (Pasal 14) dan 

hosines:r profit (Pasal n Posol 14 dan Posol 7 memang berbeda. Asimilasi Posol 

14 ke dalam Pasal 7 akan mengganggu keseimbangan antara hak pamajakan dari 

negam residen dan negam sumber 1elhit dengan permanent services. Menurut 

Xu, asimilasi Pasal 14 ke dalam Pasal 7 dalam UN Model, tidak akan 
memherikan pell!!Jilllh yang signifikan begi negam snmber karena daJam UN 

Model Ielah diatur pasal tentangfomishing of services. Sehingga bak pamajalllm 

1$p ada padanegam snmber. 

Ped!edaan penelitian ini dengan peuelitian yang dilakukan Tian Xu adal!lh 
bebwa penditian ini beroguanmeagbji apabh kmakteristik peugbesilan pasall4 

memang sama dangan kmakteristik peugbasibm sebagaimaru1 diatur pasal 7. 

T<\iUm laimJ;ya adalah mengidemifil<as implilolsi bak pamajakan ~ jika 

tax troaty Indonesia mengikuti perubahan OECD Model t<tsebet. Sedan!!J"'" 

peueli!ian Xu lebih - peugaroh peogbapu:san Posol 14 bagi -

snmber secara kesaluruhan. 

U. Melndologi Pendillan 

l.4.l Pendekatan Pendilian 

Peneli!ian ini mengganakan peu~ i<ualitati£ Men.- Cn:swl:!l, 
peuger1ian dari penelitian kualitatif adalah: 

"this stu.dy Is defined as an inquiry pi'OCUS of understanding a social 
or hunum probkm, based on building a wmplex. Jw/i.>tic picture, 
formed with words, reporting detailed views of informants, ned 
conducted in natural seJUng "72

• 

Piliben ~ kualitatif dimaksudlom agar dapat memberikan 

pemshaman allis fenomena yang fe!jadi berupa peugbapusan Posol 14 yaqg 

mengatnr mengenai I~ personal services dan diasimilaslkan ke dal1l!l1 

" Jolm w C..SW.II. •a.seorm Design : Qwlirattve and Qwnnta~". 
(Amerika: Sage Publka!ions, 1994), hal. I. 

Unlveralla&l-'1!8 
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Pasal 7 yang mengatur tentaog business profit pada OECD Model !abun 2000. 

Perubahasan akan difokuskan pada pengkajian argumentasi yang mendasari 

asimilasi tersebut dan dampaknya bagi hak pemajakan Indonesia jika mengilq!ti 

asimilasi OECD Model tersebut. 

2.4.2 Jeols l'enelitian 

Penelitian illi termasuk penalitim deakriptif. l'enelitian deakriptif adat;tb 

penelitian yang mengambadwt alan .mendeskripsilom suatu. funomena 8lllp 

kejadian-kejadian. Peneliti ini akan mendiskripaikan fenomena asimilasi pasal 14 

ke dal3m pasal 7 OECD Model dan dampaknya bagi bak pemajakan Indonesia 

jika tar trea(Y Indonesia mengikuti asimilasi ternebut. 

2A.3 Melode<lan SU'ategi l'algnmpulau Dam 

Metode dan sttlllegi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitil\lJ. 

illi adalah studi li!erntnr (ltbrm;y re=h). Studi lite>attu atau studi puslljka 

dilakukan <Iangan """ mempelajl!ri, menelaah, dan mengutip teori-leori afllu 

kmsep-lronsep dari bcibagalli!erntnr seperti, jmnal. majalah, koom lllau kalya 

tu1is lainnya yang relevan dengan iOpik penelitilm. Dalam penelitiaa ini stj!di 

li!erntnr dilalrnkan oleh peneliti dengan membar.a, meoelaah dan mengampolkm 

data mulai dari Undang-Umiang Perpajakan, Pe!janjian Pengbinda!an Pajltk 

Be;ganda, oulol'l>uku, jumal. majalah, dan peneiusuran di internet 

2.4.4 Hlpolesis Ker;la 

Hipotesi> adalah SUJIIU pendapat atau kesimpu.lan yaag sifutnya mariti 

semootam, belom l>erulr-beoar berntatus sebagai tesis (pendapat} Artinya sua1u. 

hipotesis dapat diul>ah 8lllu diganti <Iangan hipotesis lain yang lebih tepat.23 Dalam 

penelitiaa kna1itatif, hipotesis tidak untuk diuji fetlpi "disar.mkaa" (suggested), 

sebingga jika "".jadi ketidaksesuaian dengan realitas lapangan, maka hlpotesjs 

tersebut tidak pedu dimlak, fetlpi <ulrup "direml~ agar sesuai dengan roaljllls 
yang ada di lapangan.14 Hipotesis penelitiaa ini antara lain: 

: ~danl.incffltnA~, Tbid, hal- 23. 
-~Op.Ci1.,1W. 7. 
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•~ Karukteristik pengbasilan yang diperoleh Wajib Pajak Or.mg Pribadi 

sebagaimana diatur da!am pasa! 14 sama dengan pengbasi!an Wajib Pajak 

Badan yang dilllllr dalam pasal 7 OECD Model sehinJ!Ila pasal 14 layak 

untuk diasirniasikan ke dalam pasal7. 

b~ Asimilasi pasal14 tenlang llukpendimt personal services ke dalam Pasal7 

teotang business profit pada OECD Model dapat berdampak 

menguntungkan maupun merugikan 1«badap bak peuuijakan Indonesia 

sebagai negam sumber pengbasilan. 

2.4.5 Batasan PeneJman 

Untuk mendapalkan ketajaman, penelitian ini dibatasi banya pada 

pembabasan 1«badap masalab penelilian. Yaitu, pemhabasan mengensi kesamaau 

karakterisik pengbasilan yang diperoleh Wajib Pajak Or.mg Pnl>adi sebagabnana 

dia!Ur dalam pasal 14 dengan pengbasilan Wajib Pajak &dan yang dia!Ur dalam 

pasal 7 OECD Mndel dan dampak asimilasi pasal 14 tentang tmiependew 

personal sen>iceskedalam Pasal7 tentangbuoln= projitpedaOECDModd. 
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GAMBARAN UMUM INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
DAN PERMANENT ESTABLISHMENT 

3.1. lntlepemlent P-Ml Senices 

.U.I lmtependmtP...........t'SenicesBenlasarlom UN Model 

Independent personal services dlatur dalam Pasal 14 UN Model maupun 

OECD ModeL Rumnsan pasal14 UN Model sebagili berikut; 

I. "Penghasilan yang dipero/eh penduduk dart $li0/U negara 
pihak pada persetujuan sehubungan dengan pekeljaan bebas 
yang dilalaifazrt a11m dettgan kgiakm-hglatan fi:Jfmrya yang 
trerupo hanya ah1n dil:enai pajak di mgara tersebut kecuali 
dalam hal dl hallah ilfi, dimana penghasllan itu dapat juga 
dilrenai fX!ia/t; di negara pada perseJujuan /ainnya; 
(a) Apabila iD mempun)<li suam tempat tetnp yang tersedia 

secaro terotur bagfnya untuk menjalanlaln /regiatan· 
kegfalan di negara plhalc pada perse/tlfutm lalnnya itu, 
penghasllan yang dikenai pajak di negara lain ltu hanya 
atus bagian penghasilan yang dianggap berusal dar! 
tempat tetap tersebut; a/au 

(b) Apabila Ia tinggal dl negara pihak patla persetujuan 
lalfiiiYa dalam SUDIU masa atau masa-masa yang 
jumlaJmya melebihi 18! hari dalam m4St1 12 bulan yang 
mulai atau berakhir patla sa/u lahan anggaran, hanya 
penghasilan yag diperoleh dar/ keglatan../regiatan yang 
dilakukan dl negara lain ltulah yang ah1n dapat dfkenai 
di negara lain terselmt. 

2. lstilah jaso-jal!O prafollionallerutama meliptl kegiatan·kegiatan 
di bidang i/mu pengetahuan, kesusasteraan, pekeljaan­
pekeljaan bebas yang dilakukan oleh para dokler; ah/i teklk, 
ahli hulaon, dokler gigi, arsilek, dana!cuntan". 

Berdasad<an pasall4 UN Model tersebut di atas, seorangpendoduknegara 

domisili aklm dikenai l"!iak di negara smnber jika memenuhi salah satu dari tiga 

alat uji. l'ertiuna, adanya tempat usaha tell!p (TUT) atau fixed base di negara 

smnber tempat teg;atan nsaha tcm:but dilakukan. Alai; ~i ini mirip dmtlllll alat 

uji yang di!l'ma!Qm untuk meuentukan keben!daan pennanent establishmrnt 

dalam penenlWill flak pemajakau negara smnber untuk badan usaha yaog 

22 
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lx:roperasi di nega:ra sumber. Perbedaannya, TUT di!erapklm leri>adap kegiatan 

orang pn'badi (profesional) yang "menjual" keahlian tertentu yang beke!ja ata& 

nama dirinya sendiri. Contoh riil TUT misalnya kamar kerja tcmpat konsullasi 

dokter atau klmtot atau puSS! kegiatan - arntek. 
KLdtul., ala! '!ii masa kebJ!dir.m seorang pmfesional di negara sumber. 

A!at uji ini sering disebut lime test. Jumlah masa kehadir.m t<::rsebut bervarias:i 

tergantung ltescpakalan yang t.rcantum dalaln tax tremy. Jika dalaln tax tremy 

diten11llom 183 hmi dalaln 1latu masa pajak, lDl1ka tr:rbadap profesional tcrsobut 

aklm dilrenai !$!< di negara - banya jika badir di negara StlDlber !ebih dati 

183 hmi dalam 12 bulan tedlitung mulai awal sampai okbir satu tahtm pajak. 

Kchadiran ll:r.icl>ut lldak ltarus 183 hmi = - namtm akamnla!if 

selama. satu tahtm Jllljak. 

~ ala! nji borne !'Ilk dan ooms Jllinimum jumlah imbalan. Amnya, 

"""""'8 profusional negara domisili aklm dilrenai !$!< oleb negara sumber jika 

!mbaJan ja&a yang dilerima dibebanklm (bome nde) di negara sumber dan 

melebihijumlah minimum imbulan yang dioturdalam tax treaty. Altematifalatuji 

i1li lmiapat dalaln UN MOdel sd>clum diiubah pada tahtm 1999. Jadi, ala! uji 

untuk pemajaklm independent peTS01lQ/ un>ices dalaln UN Model sal!! i1li tinggal 

~ed 1Jo,., dan time lest. 

Pengenaan Miek tr:rbadappenglmsilen independent pe1'MJ11(1[ services tidak 

mengenalfor<$ <if a/NCIIM rule. ~ seorang pmftlsiooal yang melalrukan 

kegiatan di negorn StlDlber ban:ya aklm dikenai pajek atas pengJ,.,olan dan 

kegiatan teno:but. Pcmalcaianfon:e qf atruction !'Ilk 'lllllJ'I1palom lmmpromi 1111m1 

kopenlingan negam ml!iu dan llogata bctkembang. Dimana, nogara m.gu 
mengiuginkan pengenaan Miek alas pengba,.lan proli>sional hauya di negara 

domisili. Alasannya, ekspor lroahlian a1au pmti:sionalisme diideuti!d<an detlgan 

*'P<>r burang yang tidak dikenekan pa,jek -di negara tujuan. Sedangbn negara 

berkombang mengiugiaklm p(tiuosonbek ~ekan. 

M . .Z bur.pendenli"monai""'l'bsllonbllonbn'OECDModel 

Beiboda dengan UN MOdel yang mt i1li monggtmaklm dna llllll tUi untuk 

1U......mlam:ball. ~- sarnbeillfliS pengbusihm tnd£pentkntperstmal 
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services, sebclum dilakukan asimilasi pasal 14 pada tahun 2000, OECD Mod<;! 

hanya monggunakan sam a!at uji yaitufixed base. Hal ini dapat dilihat pada pasal 

14 OECD Model )'llllg berbunyi sehagai berikut: 

1. Income defJVed by a resident of a ContracJing Sfateis respect of 
professional services or other activities l1[ an permanent 
character shall be taxable only In that state unless he has a 
fixed base regularly available to him In the other Contracting 
State for the purpose of performing his activities. (fhe has such 
a fixed base, the Income may be taxed in the other State but only 
so much o/11 as It attribu/able to that fiXed base. 

2. The term "rm>fessiona/ services" Include especially pul'f1WI1!fll 
sctenttfic, h"terary, artistic, educacicmal or teaching activities as 
well as permanent activities of physic/Qns. lawyers. engineers. 
on;;lzitects, mtists, and atXtJU11(afJJs. 

llerllasorlr;an pasal 14 OECD Model terscbut di alas, seorang pe.ndulluk 

ncgam domisili )'llllg mencrima jl<t\gbasi1en. dari kegiatlm yang tetmBsuk dalam 

definisi imkpendent pers(lfiQ/ services akllll dikenai pajak di negara sumber jij<a 

memenulli satu alai: 'lJi berupafixed base. Pttbedaannyu derlglln UN Model hell)'l' 

terl<aitjumlah alai: uji. Di lWit itu Wiua lllodel P3B tetsebut lrunulg lebib sama. 
Nomun sejaktahun 2000 OECD Model mcngasimilasi pasal 14 tcrsd>utke 

dalam pasal7 )'llllg mcngatur !cntang hasiness profit. Al:gumoutasi asimil .. i pasal 

tersebut autata lain liijelaskan oleh J.W.S.de Kott (2000). Indepenmt personal 

services :yang temumlk dalam Pasal 14 dapat tlitentukan melalui dua JlCild~ 

Pertoma, nature of activities~ pcncJdmb>n ini, Pasal 14 tidek be!!;itu 
jtl!as. Sebab, OECD Mudel tidak mendefinigikan se<:a<a leoglo!p n:nw 
professional lfltrvke:s. K.mm., pc:ru!<:l<aW1 nhllionsliip. l'onllekatm iili batujuan 

melihat hubungan antara Palla! 14 dcngao pasal lain dalam OECD Mode!, 

kbususnya Pasal 7. Pcmll:i<atan iili dapat digunakan jika nature of lil2 octMties 

Pasall4 dapatdidefinlsikan secarnjelas. 

Disisl!ain. ~giabm )'llllg dialur oleh Palla! 14 pada ~ 

adalah kegiatan--kegiatan. bimis )'llllg dilakukan individu. Namun dalam koudjsi 

--. kegiatlm ternellul akllll mcnghasllkan business profit, sebi"81ll' dal'"f 
dikonakllll Jl'liak benlasarkan Pasal 7 :yang meogat\lr tcntang hasiness profit. 

Selain itu. perkembangan tdmologi saat iili telllh meod!:m:mg pe!keml>lmpn 
kegiatsll professional firm sehingga professional firm semakin melwls. Pasal l't 
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meugahrr tentang pemberian jasa secam pribadi nam1m realita bisnis saat ini 

menunjukkan bahwa dengan professionol firm, jasa yang dibetikan oleh orang 

pribadi teiapi dengan mengatasnamak"" perusahalm yang meojadi "payung" 

usaha orang pnbadi tersebut. Menurut committee on ftsca/ ajfilirs, hal tetSebut 

saogat memnngkin!om karena memang iidakada persyanuan yang meogharusl<Jin 
pemberian jasa atliS nama prlbadl. 

~ dua peadekaUm dan koodlsi-kondisi tmebut di atas, maka 

Pasal 14 dianggap Ieiah menimbulkan lromp!eksitas dan kelidak pa.<lian S<l'la 

tidal< rei<Mm lagi poda masa yang akan ~ Oleb karma iln OECD Motkl 

8$1< l!llnm 2000 meoghapus Pasall4. Mulai"""" itu OECD Madel sudah tidal< 

lagi mengatur intkpullknt p<I'SOrral sv:vk£s. Penghapusan itu ..... ~ 

pada pasat.pasa!lain dalam OECD Modd, teiapi tidal< terlaln benlampak poda 

l::dm\jul1l:n penggunaan Pasal 14 di bet1ompa peljal!jian llilateral yang saat jnj 
berlakn." 

3.1.3 lildepead'eJUP.....,mrlSerncesllcnlasarllanPeramran~ 

Iwl•"""" 
Pada dasamya Uodang-Undang Jl'liP'\iakan di Indonesia tidal< 

memb<dakm se<am el!splisit antan1 lm.iness ina/me yang dihasilkan oldj 

indMdu mlllljlUll badan. Ted<ait dongan inlkpeni/ml perwnal services, Ullllang­

Undang Nom<>r 36 Tahuo 2008 Tentang l.'olubahan Kt:empat Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 Tenhmg l'lljak PoDgha:silon lJlJOil!!>IUr bahwa Jndonosia 

dapat mengwolom Jl'liak jiloi: 

a. Orang asiag yang melakakan kegialan dalam kategori indepemienl 

persqnol services di Indonesia tersebut lllO!Djl1lDylli tempat tertemu yang 

dipergunakan. ....... - untuk me!akukao. kegiatlwnJa. H8llni. -~ 
dengan Paeal 2 ~ (5) UU No. 36 Tahuo 2008, beWuk usaha yang 

dipergunakao. oleh Ol1!llg pn"badi yang iidak bertempat tinggal di Indonesia 

atau berada di IndOilelda tidal< kbih Oari 183 bari .Wam janglo! -.ktu 12 

bulan. Kailan an!Bm Pasall4 tax trea(V dan Paeal2 "!'Ill (5) UU PPh yailu 

apablla orang asiag yang tenoasuk b1egmi independent persqnol sen>ic~ 

v J.DaVid.llOllv«, ()p.Cu .• haL .204. 
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molakukan usaha di Indonesia dengan menggunal<an tempat tertentu, 

meskipun koberadaannya di Indonesia hclum molewati 183 bari dalam 

jangka waklu 12 bulan, maka orang asing iru dianggap sudab memiliki 

permanent esJoblishmenl di Indonesia, sebingga bak pemajakan atas 

peoghasihm ada dl negam lrulooesia. Oleh karena i!u, jika penduduk atau 

perusahaan Indonesia membayar imbalao kepada orang asing tersebut. 

maka harus melakukao pemotQngan PPh Pasal 23. Alas:ann_ya secara 

subslansi orang asing tersebnt sudab memilild permarumt esfobflshment 

sebingga smmsnya sebogai Subjol< P$1< I.uar Negeri _yang pem<:llllbar! 

keWl\ifuan perpaJakennya disamakao dengon Subjol< Plljol< Bsdan Dalam 

Negeri 

b. Orang asing tetsehu!. be<ada di Indonesia untuk suatu masa atau masa­
masa _yang jumlalmya meld>ihi jmgka waklu _yang dialur dalam masing­

masing tax treal)' negamnya dengan Indonesia Pada umnmnya 183 bari 

dalam 12 bubm. Teriewalin_ya time test bemli hal< pemojakan IIlllS 

pcngbaS>lan be<ada di lrulooesia. Ium!ub yang !U'IItlng dan 

~ mmgilwti aturm _yang bedakn IIi lrulooesia. Dalam Pasal 

2 ayat (3) UU PPh dialur bahwa orang pribadi _yang !dab berada di 

Indonesia lebib dari 183 Jwi dalam jangka waklu 12 bulan, atau _yang 

dalam SU8II> 1llhun pajalr. berada di Indonesia dm mempunyai 1liat nntuk 

tJeru:mpat «•w' dl Indonesia, illdah me11jadl 'Subjek P$1< Dalam 

Negeri. Jika dilibat lebih jaub kel<:muan lime test yang dialur dalam tax 

treazy dengan keteutwm Pasal2 UU PPh, maka atas b:giahm independent 

personal services di Indonesia bisa torjadi tiga ~ perlakuan 

pajalr.P-,jika keberadailll orang asing yangmelakukao in1iepen1:1em 

personal services tersebut be!um melewati time test dalam tar treaty dan 

be!um me!ewati lime test UU PPh, maka ataS pembay.mm imba!anoya 

tidalr. bisa dipotong pajalr. di lrulooesia. Alasannya adalah Pasal 14 tax 

treaty hclnm ~hal< pemajllkilll kepada Indonesia karena hclmn 

melebihi lime test. ~. jika keberadaan orang asing yang ~ 

.mdt?.penilm1 per.sonal ...,..ices -ut sudab metemm lime lest dalamtat 

treDJy telapi l>elum molewati time Je.OI UU PPb, maka atas pembay.aran 
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imbalannya barns dipotong PPh Pasal 26 sesuai ketemuan dalam tar 

treaty. Alasannya adalah l'asal 14 tax treaty telah memberilam hal< 

pemajakan kepada Indonesia, tetapi menuru1 Paso! 2 ayat 3 UU PPh 

individu tersebut masib berstotus sebagai WPLN. Ketiga, jika keberadaan 

<l!l'lng asiog yaog melakukan indepeluknt penona/ S4!rvlcu ternebut 

melewati time test tax trenty maupun UU PPb, rnaka atas pcmbayarnn 

imbalannya barns dipotong PPh Paso! 21. Kare:na, berdasal:lum !retmtuan 

Pasal2 ayat 3 orang asiog tersebut sndah menjndi WPDN yang kewajib\ln 

pajalmya sama dengan WPDN lainnya. 

3,2. Pemtilnem Estilbllshment 

3.2.1 PS'DWWII E.stab/i.slurleJ!enfasarkan Tu T~ 

Seeara bistoris, konsep pennoneni establishment lllUDClll pertama kali 

dalam dislaosi Up ilang1ol·Bangsa yaog dilakn!om sebelum penmgdunia kedua. 26 

Kemll!tian Fiscal Committee dari OECD mengembangkan lronsep tersebut dengm> 

menambMirnn lronsep fixed box.. Selanjutny.a kesepakatan ll1l1ar.1 negata maju 

dan negam bet:bmbang menyempumakan m"''iadi konsep seperli sekarang yang 

b\lnyak dipala!i di betbagai tax trealy. Vogel (199!:129) menyebu!kan babwa 

konsep permanent establishment adalah hak dati suatu negata yang terlkat 

pe!janjian untuk mengenakan pajak alaS !aha dati suatu perusahaan dati negata 

yang terikat peijanjian lainnya. Be:rdaslukan pasal 1 negam SUIIlber tidal< dapat 

m""genal<an pajak alaS SI!O!ll usaba negata resid=t keenali usaba ternebut 

dilaknkan mel!!lui suatu permanent eswblishment. 

Dengan demikian, definisi permanent es/Qb/ishmenJ meqjadi sangat 

penting. Sebah, definisi tersebut akan menentukan kebelndaan pernument 

establishmrnJ di negara sumber. Sedangkan kebelndaan pe17Tl1J1J<111 es/QbfishmenJ 

akan menentakan hal< pemajakan negara sumber atus !aha usaba (l:m3ine88 profit) 

perusahaan asiog di negata tersebut. Batasan atau definisi pe1'11U11l<H1 

establishment <liatur dalam pasal 5 ayat l OECD Model maupun UN Model 

sebagai betiku!: 
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For the purpose of this convention, the term "permanent 
eslablishment" means a frxed place of business lhroug/1 wick the 
business (!{an enferprise is wholly or partly carried on. 

28 

Definisiji:J;oi place texsebut di ams menurut OECD Model mtnSyll!1llkan 

beberapa hal. Pettmffll, adanya rempat tl!!!lha (the ex/Sience of a place qf business} 

!>.,_ in.fulsiiulaur atau lllsilitas lisik seperti gedung, mesin, dan pe<lllatau yang 

digunak:m untuk mel\ialankan tl!!!lha tanpa mOIIllllldang apakah khusus 101tuk 

ll!juan ttrrsebut 8ll!n juga diglmakan untuk ~ yang lain. Tempat tl!!!lha 

juga dianggap ada meskip101 benWknya bukan satu gedung """""utub mollrinkan 

m101gldn !Janya sa!u mat1g kerja. Aspek l<epemtliloln juga tidal< relewn yang 

penting mompunyai hal< untuk mengg101al<an sa!u l<:mpat 101tuk monjalaokan 

usaha. 

Eetfsla, 1<:mpat usaha texsebut bcmillt !<:lap (place of business musJ be 

fixed). Artiuya, lH•q»>t atau V.S.1itas lisik texsebut hams herula dl &mllu 1empat 

yang bessffi!t tetap atau pemument (specific geographical point) dan bukan 

betpindalrpindah Biasanya le!dapat ~ lll1llmll<:mpat usaha dengan lilik 

geogtafis terte.ntu. Namtm """""' texsebut dianggap herula di suatu t<:mpat 

mcskipun tidal< nmamun eli l1mllh. Kdga, al<livitas usaha texsebut dilabanakan 

sobagian Mau scllll\lbcy& mclalui tompat usaha texsebut (the business acti>lty must 

be carried on in port or in whok through the place qfbusine;r;sj. ~ benffi!t 

produk!if. Arlinya remplll tl!!!lha texsebut mempunyai andil dalllm pemero!.., 

!aha usaha (<.llmadi, 2000). 

3.2.Lt. Rnang U!lgl<up Pumarrem &14b/ishmtnt 

a Pumarrem &!IJijiJs(tmmtTip< AoeiiBelltuk Dasar (Bttsk llJd4. 
Menurut pascl S ayat 2 IBx treaty permanent establi!!hment meliputi 

tempat ltedudnkan trumaj0111en, cabang, l<antor, pabrik, beogkel.dan 

lol<asi pertambangan, sumur millyal< >1m gas, lol<asi penggaliim 

atau ponambangan sumbo< alam Jainnya. 

b PltmllllUim &l4blishmtnt Tipe Aktivllu (KIIIIStnlkll dan 

.filmlsMllg ~ 
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Ben!asarlo!n pasal 5 ayat 3 tax treaty pengertian pennanent 

establishmentm<n<aknp: 

• Bangunan, kl:mstruksi, proyek perakitan alau instalasi atau 

kegiatan pengawasan yang ada hubungannya dcn!l"" 

~ tersebut, asallam baugurum dan konstruksi serta 

kegiatan pengawasannya berlangaung selama lebih dari 

jODgka W\l.ktu tertelJ1U; 

• Pemberian jasa, terJnasuk jasa konliUllan yang diberikan 

oleb suatu jMI!llSilbaml melafui btya.wannya (fomishing 

services) alllu orang lain yang dq>eketjakan oleh perusa!laan 

- l::epedUlll1 tersebut, <lepO!Ijaug l<e!!jatan -
bedODgauug untuk proyek yang soma, atau yang be!t:aitan 

<llftl'll!'l'll~<;d ..... jODgka ...u.m -dalam la!!1m 
'Oo'iktu duaM!as!lu!an. 

¥- !'-. --- {,'N Model 
deng;ldl Ol?.CO ~ftxkl bertleda tedmit <leugan ftmi<l:ing of 

tfCIVi<x!s. KcbemdaOII i"""""'C"t <:StablilliBlt<:llt yang -
<Islam Pasal 5 ayat 3 ~ dengal! time lest. 1lme -test yang 

~~,_...,.,.~akan~­

dua has1l I;~ lredlla - 4alttm ~ (a:; trea(y. 

-Bagi-yang"""""""' mengimpolr: bgiallm -~ 
<laJ.m '!"'sal5 ayat 3 - mj• akanlehik ~jib <fm<: 

/e5Hlya. ~ mungkin Balllam kalau bisa tanpa time Alst 

sebi!lgga <lapat mwgenakan psjak ~ak 1!11!i p."'rtlmls imllainya 

pmyek<!lmlpembcrianjasa-ut 

MeuUM.o-di {2005) ~<a &d&ioh (1) P"l}'<lk 

~ inslalosi, ·<1011 perakitan ~ l!asil -toknGiogi 

c;mggih sehingga <laJ.m - yang Felatif <ing!<at <lapat 

~ 4eugan ~ yang~ 9nggi, (2)­

selama hadimya ~ dari ~ ..mg l<lmeb«t tidak 

-- dmgim ~ ·pmyel; ternel>ut, .~ ... {3} dmgim 

--
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ditmapkannya time test maka perusahaan pelaksana proyek 

mempunyai peluang untuk melakukan penyelundupan pajak. 

Menurut pandangan ini., ka1llkteristik kegillflm usaba kons11Uksi 

oleh Ne!j1U11 maju saat ini mirip dengan kegillflm y8llg dilakulqm 

oleh attis d8ll at1it profusional dimana alliS pengbasilan <tari 
performance yang mereka lakukan dikenai pajak di Negarn sumher 

tanpa lime test. S<danglam bagi Negarn yang mcmpuoyai pmam 
lebih besat untuk mengekspor kegialm t<:!seirul tetlin ~ 

meogillgiulum 'lime 'lest sepaujaug lD!!Ilgkiu ;apr 'bisa meD!!"'!Hhpo 

pajak fl!aS kedua jenis kegiatm usaba tersebut. 

Jih :suaiD jlCI1lSIIhaan dari NqJm. dll!l1i:<ili mdak01nabn 

kegiatan yang diatur dalam pasa!S ayat 3 lebih dari S111u J.'lOlll'l< di 

Nepra sumher, maka seliap 'j>IOydl; imnJs dihituug ...,.m;......m,; 
dalam ~ l<.ebetadaan pm1UJlUY1I estllbfishm~. 

!'eo~~ dilatnbm ....,.:t<lpilleh-¢sahjika~ 

·proydr: tem\but~ pmyd<yang tJ:Ipi$IIL 

C .f'aBOI-~Tipe.qm~a.m..,} 

Dis8mpiug jeuis-jenis pornmn<llt <Stoblislnn.en! .,_ 

~ dalam paso! 5 ayat 2 ... ayat .3 te<sd>ut di alas, .iu1l" 
terdapat pemllm<:ot ~t jmis dependent -~ 

Pmmanent ~ jr.ms ini diatur dalam pasal5 "ayat 5 !llX 

tteaty. Depc:ndent agent adalah orang atau bada:o. yang l>mim!olf di 

Nepra mmber :alas""""' peni>l!I'"'"'"J"!!lll .,_ 'b<:rl.tdo•Mao! di 

Nepra dll!l1i:<ili. Wlflauplm l1lllJl!!lciu dependent agent -ndek 
~ .tm:.1 ~ di Negom mmber U:l:api jika m<meaehi 

crileria yang ditqkan dalam pasal 5 ayat 5, maka ~ 

muncul petntallmt cslab'fislf!nmt -c.riteda tcucbtd; :antara iain: 

.. Mempuayai kmlsa -.m1tik meurugfatmwpni kmdmk.•ktmn:ak 

:alas llOOOlla penasa!ouun ltlsdmt, ... omJi kegiD1an itu lmDya 

U:d>a1as -padu pengecmdi>m di '""'· )'llllg ureskipl;m 

dillllalklln mehdori 1empa1 ll!illba "lallp, 1empa1 1enehort 
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bukan merupabn pennanent establisbrnent sesuai dengan 

kerentuan tersebut 

• Tidal< mempun;yai kuasa sepcdi fu, tetapi ia mempWlyai 

kebiasaan mcnyimpan persediaan barang-borang atau 

barang dagangan dan ...,.,.. t=tur menyernhkan barang­

barang tersebut alliS nama pernsahaan yang diwakilinya. 

Inti dari kriteria tkpendent agiJTII adalah adanya 

kewemmgan yang diberikan secota tenrtur 111au terns meneros dan 

weweoang !Orsebut dijalankall di negara sumber. Agen tersejlut 

barus bersifut 1idak bebas atllu dependeot Artinya ia t<sganl1!>lg 

y.tda insftubi-inslruksi dari perosabaan~ diwal<:ilieya ~ 

d<ngan kegiatm usabonya di-smnber. 

-d f'tnnttnetlt~'Ape-

f'asal 5 1!y3t 6 tax 1r<a1y mcngatur babwa ~ 

-· """"-li .. ,.,., ... ; diauggapmompunyai pernu1Jtml 

establtshm<nt di Negara smnber j1h 1l1eDl1Jilil1l premi atoll 

menaugguug "IeSila> di Negara !iWI!b<t U~ebdoi pegawai llllm 

meUdui suatu perwekilim yang bukan merupabn agen pe""""""' 

""''I'1i yang dimabud pada 1!y3t 7. Jadi alat uji unlul< mc:nentulalll 

keberadaan pennanent establishment j1!uls ini adalah adanya 

kebadir.m katyawan atau agea depeuden di negara sumber den 

perosehaau asunmsi tem:but memungut premi atau memmggung 

resiko )'<lllg teijadi di negano sumber. 

e Status Maktlllr, Ktmdsio111!r Umwn atau Agen J~Ukpendi!Jil 

Pasal 5 eyat 7 ta:r: trea1y ~ babwa sebl!oh 

perusabaan dati suatu - tidal< akau diauggap memplUlyai 

permanem cstablishm..n di negara sumber semo~a-mata ~<arena 

perosabaau 1e1>ebu1 m"''ialankall -.saba di negan~ sumbet melalui 

makelar, kmnisioner unrum atoll agea laimya yang bettliri semliti 
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sepanjang omng amu barlJm tersebut bertindak dalan rangka 

kegiatan usahanya yang lazim. Walaupun demikian hila kegiatan 

agen selurulmya alaU hamper selurulmya dilakukan atas nama 

perusahan tersebut, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang 

ben:llri =diri dalam pengertian ayat ini 

Sesoonmg atau pe.tUSabaan akan dianggap independent den 

pe.tUSabaan lain jil<a :m<m<:lll!!U dua syllnll. Patama, ia berd1ri 

sendiri """""' legal maupun se<an~ ekonomi. K<dua, ia makakakan 

kegiatlm alaU beltiDdak dalam tangka kegiatanuya sendiri ketika 

beltiDdak unluk kepentingan. pe.tUSabaan fain_ lndepeudenlsi. 

kegiat8n usaha ..tluah pe.tUSabaan 1«badap pea""haan lain dapat 

dilihat den hubun_.. dengan poiusahaan lain t=tama yang 

m~ lf.l::wajiban yang barus dipambi. Kriteria in<lependellsi 

!aianya adalah kcikutr.e<taan dalam meoanggung tesiko usaha. 

Aspek permodabw. antam anak dan induk poiusahaan bukan 

n=jad.i indikator irul<lpendensi suatu perusahaan. llka kegiat8n 

usaha s\llllu porusahaan didasarl<:an ins1ruksi atan dibaw>h 

pengawasan poiusahaan lain, maka bemrti bukan poiusahaan 

pertnalltlll.. Aspek lain adalah pengorilanan waklo. Jilot sehnh 

atan sebagian wak!u porusahaan diporun1ul<kan banya nntuk S!'lll 

porusahaan terolntl1 maka - omng atl!n perusahaan. mrsotlut 
dependen 

f SUitl» All:oli. 1'..---(~ ~) - SistM 

Olmpcuty 

Pasal 5 ayat 8 tal( treaty mengat<or bahwa jika suatu 

porusahaan di negara drunislli menguasal alaU dilaJasai sualu 

porusahaan negara sumbar atau menjalankan usaha di negara lain 

bait mola!u.i suatu permanenl esi<Jb/ishment ataupun dengan cam 

lain, maka hal itu tidak dengan sendirinya akan :mengak\"batbu 

salah sam den porusahaan tmebut merupakan permanent 

establishment poiusahaan loinn)IB- Artinya kebendoon suat\1 anak 
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perusahaan (subsidiary) bukan merupakan pernument 

establishment. Prinsipnya untuk kepentingan pe<pajakan, induk 

pemsabaan dan anak perusahaan merupakan dua badan bulrum 

yang terpisab (anti-single..mtity). Telapi anak perusahaan dapai 

mC!ijadi perm<l1fent esta/Jiishment bagi indukcya jika kegiatm amu 

keadannya memenuhi kriteria yang diatur da!am ayat 5 dan tidak 

mc:menuhi l;ril<ria ayat 6. ladi anak peruahaan yang melakukaa 

kegiatan atas nama indukcya maka anak perusahaan tmebut 

menjadi ~ estab/ishmem bagi indukaya. Demikian juga 

jika swrtu anak perusahaan me!akukan lregiatan atas """"' anak 

perusahaan loinnya dalam satu grup (sister~), maka anak 

pausahaan tusebut juga tclaJI menjadi pel'11IQ1fent establislmrerrt 

bagi anak perusahaan loinnya -.hut. 

g ~~~ yang Tidak Tennasak l'o<ln""'f'ff 

~ 

Posol 5 ayat 4 tor frMiy mengatu£ kegiatan-kegiatan yang 

bukanlrmlaSI!k~~-Jain: 

• Penggunaan fasilitas --mala untuk menyimpan, ajall 

m~ ~ atan ""'- d•- milik 

perusahaan. Fosilitas daa ""'- dagangan horus milik 

perusahaan. Yang dil1lllkmd dengaa ""'- lenD8SUk akliYa 

tetap dan ak!iva lam:ar. ~ ini men<:akup semua 

~·tan yang bodmbungan deo@l'lll peil)'impanan. Telapi 

gadang yang disewukan kepada pihok lretiga lidak tommsuk 

yang dikecu•tilo!rt Fosilitas yang lenD8SUk dalam kategori ini 

tidal;; dianggap sebagai permanmt establislnnmt karena tidak 

ll:nfapat ~<:mpat !<lap untuk melakukaa lregia!an usaha. 

• l'engiiiUSilll satu persediwui lr.muig atm bl!Ilmg dagangan 

milik perusahaan l!ell18Ja-mata dengan lllllksnd untuk 

disimpan dan dipame<kan. Item kegiatan ini lidak memen\l1ri 

-·-
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kriteria ftwi base of business tidak menunjukkan adanya 

kegiatan usalu! retapi banya sekedar obyek pameran. 

• l'eogurusan suatu persediaan harang atau harang dogangan 

miiik perusabalm semata-lllllta dangan moksud untuk diolah 

olell perusahaan lain. Mllksudnya. persediaan mjlik 

perusellaan negara domisili yang disimpan di gudang milil; 

perusahaan - sumber untuk diporses oleh pc:rusaha\... 
negara sumber. Tempa.t peoyimpanan merupakan mjlik 

• 

• 

' 
perusahaan negara sumber sebingga lidak dapat tll<:lljadi 

pennanent eslablishment. 

l'eogurusan ....... tempat usaha- ll<3lllllll-lna ~ 

moksud untuk membeli boraog atau harang dal!'ngan ll\1lU 

untuk mengwpulkan l<<lm!ngan untuk kepeutingan 

pernsahaon. Artinya. lolnpat yang diganokan olek ~ 

negara do!niSii tersebut banya untuk membeli borang unl!l!; 

kepentingan 1<an1or pusat dan bukan untuk pen!Sahaan 1$. 

llemenlara ilu yang dimoksud dengan tempat UD!llk 

m011gtaupuikan infunnasi adalab tempat bagi koresponden 

perusahaan yang -jual berita. Jika infu!masi Y"f'll 
terirumpul langmng dikirim ke kantor pusat taupo a4ll 
panprosesan di tempat koresponden, moka disamalqm 

detti!'D pembe5an bonmg Tetapi jika terdapat ~ 

evaluasi dan editing di lempat knn::spouden, moka liml>ul 

pennanent establishment. 

Peogurusan suaru tempat usalu! tertentu semota-mata denglllj 

moksud untok kegiatan-kegiolan yang bersifill pe!Sillpllll. atan 

pemmjong UD!llk kepeutingao pomsebaan. Yang tennasnk 

kegia!an dekun kategori ini misalnya t<ldame, riset, dan 

pemberian inibnnasi Ilalasa!loya adalab semno kegiotan 

tersebut untuk kepeutingan pemsahaaunya $C!ldiri dan bukan 

UD!llk pihak kedua. Kemudiau kegiallm tersebut ~ 

bersililt meuuujong kegiatan billllis perusabaon. Arili)ya 
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pC11!I1annya cukup kecil jika dibandingkan dengan kegiatan 

bisnis perusahaan ,...,. keseluruhan. 

• Pengurusan tempo! usaha retap semallHnafa untuk kegiatan 

kombinasi (a) sarnpai dengan (e) sepanjang keselllfllhap 

kegiatan tersebut betl!ifat persiapan dan penunjang. 

Batasann:;a adelab basil seluruh kegiatan kempinasi tmebut 

scbagai sam kesab..., merupakan basion kecl1 dan tidak 

lengkap dari keseluruhan kogiabm porusabaan tcrsebut. 

Kogillllm 1ernebu11idak layak """""' cktmomil! 1liDpo a~ 

kegiatan lain dari perusahaan yang-soma. 

fnthlari dwol! kegiatan y.mg dihcua!il<an teisebut~ 

1idak produktifdan banya 1lllt1:lk ~ itu m~diti. 

3~{~ SutThldKtl11Mt~,..,_~ 

PermO!Ient <:!lrJ61tshm<~st ~ ..m..h mlllai lim!!u! pad>. 'SOllt sebwsll 

peussohaon muloi !:ll.daku!om kegiatan bisoisnya mclolui ..- 11:mpot 1mp. 

fndil;;asinya ada!oh 1ll<ltif -penggumum ....,;u 1empal. lika """" tempo\ ·IIIOjal; 

m<mp<~siapkmmya ~ ll'.'bagal t>:mpat 'letap, malo!. 'SOjBk 1lallt itu idab 

1imlml p!lllllOm'llt eslllblishmlllll. Mosa ]>el1liapon Wupo1 ......m. 1idak llil1imog 

·~ ~ persiapa1l ~- d>SIII!tsild bed>eda ......... ~ 

-dengankegiatanusaha ~..!li<ii!pti~ 

~ 1SlJiliu pa~ cstabiishw:m·~ UiauMaP ~ jWa. 

!cmpa\ usaha ;,...:WilMa\,. la!i 'lligmW.au allm ~ 1!imi i.'ogiatm ......m ·~ 
l.lmmjuikau. -mm jiim ~ub i~ pg .Uct'i:aimn ·uwgan perrru:meni 

«fml-lldmr.mr~~ ._1'<,_· 'l:<lt!lpi ~ kegiatan 

1""1\ ·~ _, ~ ~ ~ - ,. ........... . 

e:JiuM'i:Juneni. 

3.U.S. ~"'""' IWu:A:pi'e>mu""'" ~noemili Maaii;ini 
·K~mm ~ugi·'.lmJsa·kfui nn:auqloijuhm J!lt:SA:Uang 11tml'pmnsallaf:lu 

:pvi:aY.u usaha dari U... ..,~.,.; m~ ja:la 1lllm m"''itmlimllog Qag!mganire 
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dala:m negeri tanpa tanpa harus badir secam fisik. Para peWru usaba tidak perlu 

lagi membangun tempat usahanya dala:m bentuk fisik. Mereka bisa melakukan 

kegillilln usabanya banya delljlllll meoggunalolo teknologi eanggib, seperti 

internet, relepon, dan lain·leio. Feoomena faktual ini meodorong banyak pi¥ 

Wl11lk l<embali meogevaluasi konsep fixed base dala:mpemranent establishment. 

3.2.1A. Perlakuan Perpajakan Pmtument EsttrMislmuml 

Peogitasilao a1au laba usaha (basiness profit) pemratu!tlt establislrment 

yang dapat dikenakan pajak oleh negar.1 sumber adalah ~gbasilao atau laba 

-asaha yang ~ <lsri (atltibutolJle) f'<l"''"lMl'l establlsluntmt tersebuL 

Beolllknya4apatllenlpa: 

" .~ t~~au ~oba <IBri kegi-11!8U usaba yang<lilllkukan'Oieh Bur 

itu liOIIdiri{atlriWiitm by fact). 

b Peogllasilan _, laha <lsri ~juabm·bam!g-banmg atm barangd•ga•J!IIII 

yang dilakukao oleb perusalmn domisili """""' hm8soog (tanpa moblloi 
BUT~ di fle!!lltl'- yang"'"""-~ {tire,..,. or slml/pr 

kind) dengan yaogdijwl! o1eb BUT.gya {lOree<!( att117C116n) 

.., . Peogbasilan <lll!ulaha 1lari -kegi-11S8balaimlya (mioaleya ~ 

divideD, buoga, reyally, ....... dan iain-lain) yang dijahmkao oleb 

perusalmn dmnisili - terdapat loiboogan -ell:klif - al!:livitas 
pemberi Jle!ll!;ba&illlll temehut dengaa BUT perusahBan domisili (ejfec~ 

·001fri£Cl£d -~ 

Uraian·tersebut di atas .ejahm deogao pendapat Arnold dan Mclnt)ln: yang 

meogemukakan bahwa: 

"l.htdt.r 1ax treaties basltd oo tl1f! OECD Model Thlmy, a 
resident of a contracting state operating in the other contracting 
state lhrough a Pemumem Establishment is-kin tllf!<Jiher 
oontracting state only on the portion Q/ Its wmfd wide income 
l!"'fitstha1areaNribuUlbbktathePmnanmtEstabllslrmeni",27 

XT Brian J,Amold and Michael 1-~ "l!lleJ'mtional Ti2X Primer", (Devenret, 
K!<IWC< ~ .... lli!ISJ, hal. 124. 
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Berdasarl<an OECD Model. suatu permanent establishment banya 

dikenakan pajak di negara sumber atas bagian dari seluroh pengbasilatmya di 

seluroh dunia yeng di dapat melaui pertMJtenl estab/ishmenl tersebut. 

BUSiness profit dalam arti luas meliputi semua pengbasilan yang timbul 

dari m"'lialaokao sebuah perusahaan (badan).28 Lee Bums dan Ri<:baJ:d Krever 

menjeJaskan business income sebagai "Busineu Income ~ .serve a number (Jj 

pwpose in a global or schedJJJm income tax .WSt!lll, w idmlify a C<ltegary of 
inCDine "19 

3.2.1.S. PeDgllltungan lllba Usaha (lJtJsir1es$. Projll) Pormtmml Establishmmt 

Buslrtll$S prqjit dimur secaxa spesifik dalant pasat 7 tax ~. Sccm:a 

umum behenlpa prinsip Jll!lg digunakan dalam pengbfumgan business profit suatu 

BUT antam lain: 

a Peogb•silan alau Jaba Yllllg bema! dari fnlnsaksi BliT dengm ~ 

indnlmya alau dengan unit lain yang mempunyai hl.!buDgan istimewa 

diwntukan deogan barga ""jar (an!U length price CQtlC£PI). Dalmn 

lmnteloi ini antam BliT dengan perusahaan indak atan unit lain fmebut 

dianggap sellagal perusalJaan yang texpisah atau bmliri sendiri. 

b Dalmn lll<IJ,gbitung besamya laba SWIIn Bur, dapat ~ biaya­

biaya untuk kepentingan BUT rersebut, le<lni!Sul< biaya pimpinan dan 

adminiS1!asi wnumyang dikeluado!n bnU>r (lUS8I. Yllllg kemudian 

dialola!sikan ke BliT balk yang dikeluadom di negara domlsili mauplDl 

Jl!IIg dikeluadom di negaralaia. 

c Sepaujllllg mcrupakan ke!aziman, penentuan laba BliT dapat 

tnellggunakan persentase - dart ~ kotor pecusabaan, atau 

bordasa:daln pembagian laba tedladop seluruh laba perusahaan lDltuk 

berbagal hagian asal mef<lde fmebut lidak ~ dongan .......... 

pengbitungan Jaba BliT. 

21 BanyL>rtiDg, "lBFDlntemallonalTm;®nwryrevW:dS't>iJJk>n•, (-IBID, 
2005J; hatS!. 

Lee Bums dan Ricltatd Klever. "Tawton of ln.cM:e /rtlm-Btalrms.fUid lm>esttMm: The 
Puy a.r you earn uu on ~ ... Tta law Dt4tgn anti Drajltng vol. 1 (lotetnaUonat MOJ:Jelery 
F1Jild,1996~llaLS9l!. 

Un-olnclcn•lslll 
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d Metode pengbitungan laba suatu Bill barus dilaksanak.an secara kansisten 

dari tahun ke tahun kccuali terdapat alasan yang lru.a! dan cukup untuk 

melakukBn penyimpangan 

e Jika di salah satu negam yang terikat pe<janjian dilakuk8n lroreksi fiskal 

(tar ~), tltllb. di negam [1iJ117la juga barus dilakukan ~ 

liskal agar tidal< l<lljadi peogelllWl pajak bc:Iganda. 

3.2.2 l'enlwwU EiltiiiJlisJlmt!nJ Berdttstulltul Puatu.ral1 .PtrpaJalopl 

Jnd ...... ia 

Sisteul P"'ll''iaf<an Ji!dooesia _,ggtmaf<an islilah "BenUik Usalla Telllp" 

(BUT) sebagai l<lljemahao pei71U11l<llt eslablWunent sejak beilak.anya Undang­

Undang Nomac7 Talnm: 1983 tenllillg PJ!iak pengba,lan mnggat llanuad 1984. 

Sebelnmnya istilah tersebut diloxjemahkan "Penditian Telllp". Aiasalmya, 

"Penditian Tetap" lronolasinya lahih ke pendapat a1au sikap ""'"""""' daripada 

m~ benluk useba 11:18p. 

Sampai sel'amng tahlh bouyak sd<ali peGttman pe.:pajakan l.odooesia 

yaag terkait dengan Bill. Bail< itu berupa Undang-Undang maopun p<:ratman 

pe!aksana seperti Kqmlvsao Meotllri Keuangan, Keputusan Dhjen Pajak, maupun 

S1!Illl Edanm Di1jen Plliaf<, Sahagai «<mtoh Undang-Undang lerldni yang 

11lj0t1f!'l1l!T Bill ;ada1ah Undang-llndang Nomot 36 Talnm: 2008_ Pasal 2 11yat (S) 

tenJaog pengertian. Bill, pasal S ayal (1) tentang obyek pajak Bill, dan lain-lain. 

Salah satu cOntoh petab.llan pe!sksana Undang-UndanglllisahJya Surat Keputusan 

Meotllri Kenangan Nomor ll31KMKJI3/2002 taDggal 2& Maret 2002 tentang 

Pedakuan P..-pajakan Allis Pengbosilan Kens. P'!iaf< Sesudab Dilrurllngi Pajak dari 

Suatu BUT, jlltldD Sumt Edanm Dirjeo.l''!iaf< Nomot SE-MII'JA/1995 llloggal 8 

Februari 1995 tentang l.'eilakoan PeqJiljakan Allis Pengbasllan Kens. 1'1\iak 
Sesudah llilrurangj 1'1\iak dari Suatu Bill yang Ditanam Kembali di Indonesia. 

3,2:11_ .._van & Rnaog l.lugkupl'enlwwlt F.sW!Ifdnrmrt 

Berdasalkan Pasa! 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

peogertiao BUT adalah bentuk useba yaag dipeq;uoakao oloh cmng pn'badi yang 
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tidak bertempat tioggal di Indonesia atau berada eli Indonesia tidak lcbih dari 183 

bari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badao yang tidak didirikan aUju 

berkedudukan di Indonesia unluk menjalankan usaba atau melalrukan ~ di 
Indonesia yang dapat bertlpa tempat kedudukan manajemen, cabang ~ 

kantor petWakilan, gedang kanlor, pabril<, bengkel, pet!ambangan dan penggaliao 

sumber- alam, wilayah kelja pengeboom, yang diguoakao unruk eksplo!ll'i 

pesWnhangao, pcribnan, peteroalam, perlanian, perl<ebunan, atau Jrubntamm, 

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek peraki!BII, pemberian jasa dalam ~ 

apapw olcb pegawai alliU omng Jain sepanjang dilakukan lebih dari 60 bari liaiJ!VI 
jangka waktu 12 bulan, omog atau badaa yang bertindak setaku ageu. Y"\1& 

lmlndnl<ll!!nya 1idak bebas, dan agon alllu pegawai dari perusahaan asur.msi yang 

tidak didirikan dan tidak betempat kedudukan di Indonesia yang menerima pn;mj 

asur.msi atau memmggog risilro di lndOl'lllSia, 

Jika dianalisis pet definisi, sebenamya tidak tepa! jika BUT dilrutegoli\l'"l 

"""'&ai subjel< pajak Sebab subjel< pajak IUIU!m")'ll. adaJab <mmg atau b3illln 
usaba yang memiliki atau m"'lJalaokao usaba deogan menggunakan pabril<, 

gedung -. petJrubuwm, dan scbogaioya tetapi !mkan pabrik, gedmg kantorita 

sendiri. Al8san meugguoakao asset, aktivilas, ap sebagai subjek Plliak adal!ih 
1llllok menggantilam (met!SU.bstitusl) subjek Mink bmr negeri 1<rsebut JllF dl!pll! 

mengenakan pajak. Oleh kanloa iru BUT juga sering disebut subjek pajak sell\" 
(p$ev.tltl tax !iUbject). 

3.2.2.%. Saat Timbul dan Benlkhlmya PmnanmtEsfabli!ilummt 

Memuut Jaja (2005) BUT diaaggap teleh !DIIllCUl di ladonesia pada Sl!llt 

onmg pribadi atau badao lu.ar negari mempunyai hubangan ekonomis denl!lffi 

Indonesia melalui BUT ternebnt. ~ el<ooomis ada pada saat omog pribadi 

atau badaa teleh menerima penpasilan yang ber-sumber- dari Indonesia. Suatu. 

BUT dianggap ber-khlr di Indonesia pada saat hubangan e1<ooomis tem::but te1l(ll 
tidak ada lagi. 
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3.2.2.3. Perlakuan PerpajakanPennanent Estoblishmem 

Semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 2 ay11t 

(3) huruf c BUT dika!egorikan sehagai subjek pajak dalam negeri (SPDN). 

Dengan demikian sama halnya dengan SPDN lainoya, waktu itu BUT dikenakan 

pajak dengan basis global income dan diberi kredit pajak luar negeri sehagaimana 

diatur dalam Pasal 24 UU PPb. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 

(4) point a, BUT diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN). Subjek 

pajak yang telah memenuhi persyaratan objektifyaitu menerima atau memperoleb 

penghasilan yang menjadi objek pajak disebut wajib pajak. Dengan demildan 

terdapat Wajib P'!iak Dahun Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri 

(WPLN). 

a Perb<daan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib PajakLuar Negeri 

Perbedaan perlalruao parpajakan menurut peraturan pajak Indonesia anlafa 

w.gib pajak dalam negeri dan wajib pajak lnar negeri antara lain dapat dilihat pada 

Tabe13.1 di bawah ini 

Item Perbedaan 
ObyekPajak 

Kredit Pajak Luar 
negeri (Pasa124 UU 
PPh 
Dasar Pengenaan 
Pajak 
TarifPajak 
Sililt Pajak 

Penyampianan SPT 

Tabel3.1 
Perbedaan WPDN dan WPLN 

Wajib PajakDalam 
Negeri 
Penghasilan yang 
dipernleb dari dahun dan 
luarnegri (worldwide 
income) 
Berlaku 

Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) 
TarifUmmn 
Tidakfinal 

Wajib 

Wajib Pajak Luar Negeri 
Hanya atas peughasilan 1 

' 

yang bersumber dari 
Indonesia (territorial 
income) 
Tidak berlaku 

Penghasilan brnto 

Tarifkhusus 
Final melalui meksnisme 
pemotongan 
Tidakwajib 

Sumber:: Berbagai refereosi diolah 

Universitas lndon~la 
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b Klasifikasi Subjektif BUT 

Sebagai subjek pajak luar negeri, BUT bisa dibedakan menjadi BUT olllDg 

pnlladi dan BUT badan. Menurut Pasal 2 Ayat (5) UU PPh, BUT OO!llg pnlladi 

adalnb bentulc usnba yang digunakan oleb OlllDg pnoadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau betnda di Indonesia tidak lebib 183 hari dB!am jangka 

waktu 12 bulan. Sedangkan BUT badan adB!nb bentuk usnba yang digunakan oleb 

badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 

c Persamaan Pcmcnuban Kr.wajiban Perpajakan BUT dengan WP 

Balian Dalam Negeri 

Pemeunben kewajiban perpajakan BUT yang dipersamakan dengan Wajib 

Plijak Badon Dalam Negeri menapunya.i arti bnbwu BUT belkewajJ.llan un1uk 

mendapatkan Nomor Pokok W'liib Pajak (NPWP), menyampaikan SUillt 

Pemberitnbuan Tab•man (SPT) PPh Badan sebagai wana un1uk menetapka:n 

jumlnb pajak: terutang dalam satu tnbun p>,jak, penganaan pajak:nya didasarlom 

pada Perulapa!an Kena P>,jak, menggunakan tarif pajak umum, SPT PPb Pasal 

21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), apabila memenubi 

ketentuan di Undang-Undang PPN, BUT juga Wl!iJll diknkuhkan sebngai 

Pengasnba Keaa Pajak (PKP). 

d Perbedann Pemenultan Kewajilian Perpajallan BUT dengan WP 

Badan Dalam Negeri 

Sadangkan pcrbedaan BUT dengan Waji1> Pajak Badon Dalam Negeri 

antara lain dapat diidentifikasi separti WI!Ilpak: pada Tabel3.2 berikut ini; 

ObyekPajak 

Tabel3.2 
Perbedann Perlakaan PPb Amara BUT dengan 

Wajlb Pajak Badan Dalam Negeri 

BUT 
Territorial 
income 

WP Badan Dalam 
Ncgeri 
World wide income 

Ktedit P'liak: Luarnegeri (Pasal Tidak berlaku BerlakD 
_2_1 UUPP'-"h"-) ________ .. -·--

UnfvfmJttu lndon~fa 
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Kd.enlwm Khusus Obyek Pajak Berlalru 
& Biaya Pengurang Pengbasil3l1 
Brulo BUT (Pasal 5 UU PPb 
Branch Projif Tro: Pasal26 ayat Berlaku 
(4)UUPPh 

Somber. Berbagai referensi diolah 

42 

Tidak berlaku 

Tidak berlaku 

Peroedaan sebagaimJma teridentffikasi dalam Tabel 3.1 di allis l1:!jadi 

sebagai kousakueosi status BUT menurut peraruran pajak di Indonesia sebagai 

sebjek pajak luar negeri-

3.2.2,4. Penghitungan Pajak Pengbasilan PemMntRI EstliiJiishment 

a Objd<Pajak~~-

Objek l"!iak pennawmt establlsltment menurut Pasal 5 ayat (1) UU 

No 36 Tahoo20081erdiri dari lisa kelompok pengbasilan sebagai berlkut: 

• ~bm yang bersumber dari usaba B1IT sendiri dan dari horll! 

yang dimiliki Pengbasil:rm ini diteohtkan Indonesia berdasmkaa 

atrfuusi benlasarlato filkta (attribution by fact) 

• Pengbasibm kontor pusat dari usaba atau kegialan, pe!!juaian 

barang, afmr peroberian jasa yang sejenis dengan yang dilakul<an 

olcb BUT di I~ Jenia pengbasi!Bil BUT ini dilentnkrm 

Indonesia benlasarlato paksa lforce ofa/trQctian) 

• Pengba<ilan ~na dllllm dalam Pasal 26 Uadang-Undang 

Nomor 17 Tallon 2000 yang berupa dividen, bunga, royalty, sewa 

dan pengbasilan lain sehubungan dengan - haifa, 

imbalan sebubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegialan, yang 

diterima alan dip<:roleh kantor pusa1 sepanjang tenlapat hnhungan 

efektif anlllra BUT dengan horiR atau kegiatan yang monimbu!lqm 

pengbasibm tmebut. Jenia.,jenis penghasibm BUT ini ditentnkrm 

Indonesia benlasarlato hubungan efulttif (effectively connected 

Incmne). 

Dari ketiga kelompok pengbasi1an BUT ternebut di allis, poin (b) 

dan (c) sebenamya mempakan pengbasifan kantor pusat Peoarikaa kedua 

Unl"""'"" I-
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jenis pengbasilan tersebut menjadi penghasilan BUT mengindikasikan 

bahwa peraturan perpajakan Indonesia menganut force of aUrae/ion rule 

concept dalam pengbitungan pajak BUT. Argumentasinya adalah pada 

bakekatnya lredua poin tersebut di atas rermasuk ruang lingkup usaha allln 

kegialan BUT sebingga sclayakeya pengbasilan yang timbul juga 

lllOlllpukan pengbasilan BUT. 

Sedangkan pengbitungon pengbasilan kenB pajuk (PKP) BUT 

dilakukan dengon cam pengbasilaa bruto dikunmgi dengon peogunmg­

pengunmgyang dfpedrenanlcm sepelti: 

(1) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengbasilan, 

lemlasuk misaiDya pembelian bahan baku, biaya yang belle....., 

dengm> gaji/upah pegaw!ll, bunga, sewa, royalty, biaya peljalanan 

diJl8S, biaya llllminis!I8Si, pajuk. JrecoaJi Jll!iukpengbasihm 

(2) PenyusulllD atas pengeluamn untuk memperoleh harta betwujud 

dan amortisasi allls pengellllllllll untuk mempero!eh bak dan allls 

biaya lain yang mempunyai manlilat lebib dan satulllhun 

(3) lWlllllrepada dana pension yang pendiriannya telah disaiJ.I:an o!eh 

MenteriKeuangan 

(4) K<!:uginnkarena. penjualan a1au pen¢ilum harniyang dimiliki dan 

digunakan daJam perusahaan allln yaog dimiliki untuk 

rnmdapatlcrm, menagih, dao memelihara pengbasilan 

(5) Kerugiaokarena. selisih kurs 

(6) Biaya penelitian dao pengembungau perusahaan yang dilakukan di 

lndnnesia 

(7) Biayabea siswa,magang. daopelatiban 

(8) Piutangyangnyata-nyalll tiduk dapatdilllgib, dengan syarat 

• Telah dibebankan sebagai biaya daJam laporan !aha nrgi 

komemial 

• Telah dism!hkan petkana penagihanaya kepada 

Peogedilan Negari allln Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara (BUPLNOatllu udanya perjanjian tertulis 

Unlw-lndo"""" 
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meugenai penghapusan piu!luJWpembebasan utang ant;1ta 

BUT dengan debituryang bersanglrulan. 

• Telah dipublikasiklln dalam penerbitan umum aljiu 

khusus 

• BUT ternebut barus menyerahkan datlllr piutang yap~ 

tidak dapet ditagih kepada Oiljen Pajak, Yllllll 

pelaksanmmnya dlatar Jebih lanjut dllllgae Kej>urusan 

Oiljen Pajak. 

(9) Jika penghasilao bruro dikurangi dengan pengumng•pengutllll[! 

yang dipe!kenenkan menghasilkan lretugian, maka k""'8il!J! 

tersebut dapat dilwmpenaasikan dcngan penghasilan mula! blhnn 

beriknlnya beJturut-tunJt sampai lima tabUIL 

(10) AlolaJsi bieya kantorpusatyangmelipnti 

• Biaya·biaya yang betkenaan deugan peughasilan ka!JF 
pusat darn usaba a1liu l<egialan, ~ bamng, • 

pemberian jasa yang S<tienis dengan Yllll[! dijalenkan ~ 

Ylllll! dolalmkan oleh BUT di lndoneisa, dan ~ 

yang bed!ubungan dcngan peughesilen beropa diviqpp, 

royally' sewa, besil penggunano harfB, itabelan Y"f'll 
diterima kantor pusat sepal1jang terdapet bebungan Y'lllll 

elilklifaruara BUT dengan hada ataulregiatan 1a'aebut. 

• Biaya administtasi kentor pusat yang berlcaitan alftu 

memmjllllg dengan usaba atau kegiatan BUT re..ebpt. 

Alokasi biaya kentor pusat ternebut setinggi-tiugginya 

sobeser peredamn usaba allm kegiamu BUT di ~ 

tlubadap se!urub peredarnn u.saba atau kegi"fli'' 

peru:sabaan di seluruh dunia. BUT di ludonesia barus 
meuyampaikau SPT dilampiri laponm keuanll"" 

Jrousolidasi audibm. 

(11) BUT di ~ tidak boleh memperlakuken beberopa 
pembayanm ke kantor pusat berllrut iui sebagai pen~ 

peughllsilan brutouya: 
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• Royalty atau imbalan lairmya sehubungan dengan 

penggunaan harta, paten, datu hak-hak lainnya 

• lmbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa 

lainya 

• Bungo, kecuali bunga yang ber:kenaan dengan ~ 

peibankan 

(12) Bur di Indonesia juga tidak boleh memperlalrukan be~ 

pengeluaran berilrut ini sebagai pengurang penghasilan brutonya: 

• l'embagion laba dengan nama dan dal.am beutnkapapen 

sepetti dividen, termasuk dividen yang dibayad<an Qlfb 
peausabaan llSUJliiiSi kepada pemegangpolis 

• Bieya yang dibebankan atau dikelwulam untul; 

kepentiugan pribadi pemegang sabam, sekutu, aqm 
anggota 

• Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali 
cadangan piutaug tBk tertegih untuk usaba bank dan sewa 

guna usaba dengan bak opsi, cadangan untuk ~ 

asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaba 

pertmnbengan, yang lrdffih!an dan syarat-syallll:qya 

ditetllpkan oleb Mmfl:ri Keuangan 

• Pengggantian atau imbalan sebubnngan dengan pekerja;m 

atau jusa yang m'berikan dalam bentuk natura dan 

lrcnfkmatau, lrecuali peml>erian dal.am bentuk natura 

berupa otakanan minuman yang dinikmati seluruh 

pegawai dan pamberian dal.am - natura atau 
kmikmatan daemh tert<:ntu serta pemberian d&am bentuk 

natura dan kenikmatan yang bedaitm:t danga pelaksatwm 

paketjaan yang ditelapkan dengan keputusau Menteri 

Keuangan 

• Jumlab yang melebihi kewajaran yang m"bayarkan kep~<Ja 

pemegang sabam atau kepada pihak yang mempunyoi 
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bubungan istimewa sebugai imbulan schubungan dengan 

peketjaan yang dilakuklm. 

• H8Ita yang dihibabkan, bantuan atau sumbangan 

• Pajak pengbasilan 

• Sanksi adminis1rasi berupa bunga, denda, lrenaikan s~ 

saaksi pidana yang berl<enaan dengan pelaksamUIIl 

perundang-Undangan di bidangpeq>ajakan. 

(13) Perllimngan pajak BUT dilakuklm dengan mengalikan tarif pajak 

ummn dengan pengbasilan kerut pajak. 

(14) Dan yang terakhir, pengbitungan brach profit tax (PPb Pasal ~6} 

oms pengbasilan setelah pajak BUT dengan mengahlom tarif 1Q% 

telbudap pengbasilon setelab pajak BUT. 

UniversitaS Indo.,.,. 

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB UI, 2009



BAB4 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pemunaan dan Perbedaan Karaktcrislik Pengbasilan Wajib Pajak 

Onmg Pribadi (Pasal 14) dengan Pengbasilan Wajib Pajak Ba1an 
(Pasal 7 OECD Mndel) 

4.1.1 Karakteristik Pengbasilao IIU!ependent personal services (Pasall4 Ti!X 

' 1i'ealy) 

Seperti diuraikao dalam Bab II bahwa independent personal services 

adalah pengba"'1an yang diperoleh omng pribadi dart melakuklulsuatu pekeljaan 

bebas (income from independent personal servia:s~ Adaptlll ka.!akteristik 

peugbasilan yang bersumbc:r dart kegiafan-kegiallm }'llllg dila1rokan oleb 

independent personal services anllmi lain dapat dijelaskan dalam uraian berikuf 

Uri. 

a. Self Employed. 

Peni'Jla"'lan }'llllg diperolch independent per.;rmal services 

didapatkan oleb seseorang hokan dangan menjadi kacyawan SlJll!n 
perusahaan amu suatu badan asaba terumu. tetipi dengan m<mjalanl;lln 

suatu jenis pekeljiUIIl profilsional (self employed) Secatll lll~Ul<jiri. 

Ptef=osi calon peoerima jasa te<bodap aiJernalif-altematif penyedia jasa 

(prol\:sional) didasarkan pada kompetensi dan keablian yang melekat p~!la 

pribadi penyedia jasa. Bnkan karena kompetensi atau koahlian snalU 

perusahaan. 

Olch karena itu, untuk 1111iepeniknt personal services, sebel"!" 

pemberian jasa dilakokan caJon penerima jasa Ielah dopa! memastikan 

siapa pemberi jasa. Hal ini be!beda jika pemberian jasa torsebut dilakokan 

oleb perusabaan. Untuk pcrusabaan }'llllg telah memillki smndar 

pelayanan, konsumen meuomg blsa meudapatkan pebtyanan sesuai stnndar 
perusahaan tetapi seam~ umum pemberi jasanya bisa siapa saja. 

Perusahaan ukan menugaskan kacyawannya yang bisa memberikan jasa 

sesuai dengan instruksi dan Sllllldar perusabaan. 
47 Unlverallu~a 
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b. Independent Personal Business 

Artinya orang pribadi tersebut memberikan jasa atau me1akukan 

pekerjaan s.ecara bebas atau independen atas nama dirinya sendiri dan 

tanpa ikata" kotja dengM snah1 perusahrutn, Kareno tidok ada ikatan kotja 

dengan perusohaan, moka kegiatan atau pekotjaan tersebut dilokukm tanpo 

adanya penngasan atan instmksi dari pihak manapnn termasuk dari soatu 

perusabaan Kecuali atau pennintaanjasa dari penerimajasa. 

c. Penotllll Fee 

Terkait dengan independent personal business tersebut di alas, moka 

pembayaran yang diterima dari kegiatan yang termasnk dalam kategori 

Independent personal services umumnya atas nama pemberi jasa. Hal ini 

tentu berbeda jika d!'bandingkan dengan pemberian jasa oleb perusabaan 

atau badao usaba Pembayaran alas pemberian jasa tersebut atas nama 

perusabaan. Pengbasilan pemberi jasa bukan diperoleh dari penerima jasa 

secara langsnng tetapi dori gaji atau. honor yang d!'berikan oleh perusabaan 

d. Specific cmnpetnrcy 

Pengbasihm yang bersumber dari independent personal senices 

biasanya terkait dengan pemberian jasa yang spesifik d!m bukan generik 

Biasanya independenl personal services membut:nhkan intelektual yang 

tinggi., atau kreativitas. Umumnya keahlian di bidang seni,. keablian 

ilmiab, dan lain sebagainya. Artinya, Independent pe=nol senlces lebih 

mengandalkan intelektualitas atan kreativitas personal yang tinggi 

daripoda lrekuatan modal. 

e. M:oblk Services 

Selain itu, kegiatan independent personal services selalu djlalmkan 

di tempo! yang berlJeda (seriug berpindah tempat).30 Karakteristik ini 

te!kait dengan katakteristik-karalcteristik yang lain yang telah dijelaskan di 

atas. Karena kegiatanuya bersifat self employed, independent personal 

business, d!m specific competency yang seriugkali tidak membutuhkan 

modal yang tiuggi umok mengadakan iofiastruklur, moka umumnya 

30 TianXu, Op.Cit., haL 213. 

Universitas Indonesia 
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kegia!an-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lleksibel dari sisi 

tempat. 

4.1.2 Karakteristik Pengbasilan Badon (Pasal7 Tax Treazy) 

Pasal 7 tax treaty mengatur tentang business profit. Pasal io.i pada intinya 

menyebulkl!n bahwa laba (pengbasilan) dari suatu enterprise atau p~ 

domist1i akan dilrenai pajak di negara. sumber jika pemsahaan tersebut 

menjahulkl!n usaha di negam sumber dengan menggmulkl!n BUT. Pasal 7 seeara 

eksplisit menyebulkl!n "the profit of an enterpriSI!'. Artinya. seeam eksplisit laba 

atau pengbasilan yang dimaksud oleb pasal io.i adalah leba atan pengbasilan 

useba. Usaba tersebut bisa bernpa usaha perseorangan maupun usaha baden alllu 

perusebaan. Km:aklerislik laba atau pengha,.lan pemsahaan anlll!a lnin sebagai 

beriknt 

a. Pengbasilan (leba) yang dipemleh pemsabaan didapalkl!n dati basit 

pdaksanaan kegialan yang dilaksanakan atas nama perusebaan. l'.refi!rellsi 

caJon penerima jasa terbadap altematif-altematif penyedia jasa didasa&an 

pada lromperensi dan hrantl image perusebaan. Oleh knrena. itn. sebelnm 

pemberian jasa dilalmkan calon penerima jasa mnumnya lidak dapat 

memastilam s:iapa pemberi jasa. Untuk pemsahaan yang telab memiliki 

stmdar pdayanan, konsnmen memang bisa mendapalkl!n pelayanan sesuai 

standar perusabaan tetapi secam nmmn pemberi jasanya bisa siapa saja 

Perusabaan akan menugaskan karyawannya yang bisa memberikan jasa 

sesuai dengan insttuksi dan snmdar perusebaan. 

Furnishing Sen!ic!/Jqltndcnt Personal Servkes 

Attinya orang yang memberikan jasa atau melakukan pekeljaan 

mewakili perusabaan atau atas nama perusebaan. Pemberi jasa terikatan 

kelja dengan ..- pemsahaan (dependent). Karena terikat kelja dengan 

perusebaan. maka kegiatan atau pekeljaan tersebut dilakllkl!n karena 

adallya --insttuksi dati dati sna!a pemsahaan. 
c. Institutional Fee 

Terkait denganfomishing services, maka pembayaran yang dOOrima 

dart kegiatan yang termasak dalam fomishing services atas lllUlUi 
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perusahaan. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan deogan pemberian 

jasa oleh independent personal services. Pembayaran atas pemberian jasa 

tersebut alas pemberi jasa itu sendiri. 

d. Non Specific competency 

Pengbasilan yang ber.rumber dari furnishing services, biasanya 

ll:ll<ait dengan pemberian jasa yang generik. Meskipun membutuhkan 

kompetensi tetteoru. letlpi kompetensi le!>ebut merupakan basil training 

perusahaan. Pemberian jasa dilakukan berdasarkan standar proscdur yang 

1elah ditemp1am penr;ahMn Kreativims yang diperlukan tidak ter1a1tt 

b!lllyak sahab jika ter!a!u banyak lletkreativitas justru akan berpo1enl;i 

~ jasa yang tidak memenuhi 5tandar perusshaaD. Porsi yang 

penling adalah pmblem solving yang biasanya joga Ielah banyak disiapl<an 

ok:h pcmsahaan berdasad<an bestpnxNt>l >Cbelumnya 

t. Fixedptau 

Umuumya jesayang ltiberikan oleh pemsahaao1D.embobddtliD mud:al 

yang~ besar <mtuk meadanaltilfulslruktur seperti -. 1l<'tl!latao, 
~-dm~Pemsa!wm.~kebenldammya 

dapat dll<elahlli- p..a oleb ~- <l!eb karena iln ~ya 

pemsi\hnan ccndemng fixed place. Nilai itnestasi dalam bentut 

fnftastruktur yang '"'""'"'Y" cuknp 1inggi jnga tidak memungkinlom bogi 

~-,......g~ 

4.1.3 ~ - l'trl>eda1m Karald<ri5tik f'ellgium11111 i'1lsa! 14-

Pao811Zl«~ 

Posal 14 tax treaty mengatm: 1entang intiepenrient penronal ,.,..;""" 

~ Posal 7 """""'dsp!isit ~ bahwa ~ ~ 

nege.m .- fer!uldap Ousftr<S"S proftt teq;6ll(uUg jltlda kebenld88!1 p<mfmf<ff( 

~- Ok:h me.... w ~ p8SIIl i4 dcngm p8SIIl 1 dilakukan 

1lengan m.embandingkan anlal'a i~nt penrona~,.rvices d-pemol1r<nr 

estabiislunent. 

Permanent establishment ~reu BUT ~ d~ ma.:am yaitu BUT """'1! 

pribadi llan BUT "badlm. Da!am mmlisa pe<sanoaan llan ]lO!i>edalm klmll<lmstik 

~·-
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~ ini diasumsikan BUT dimaksud adalah BUT badaa Pe1101maan antara 

independent personal services dengan pengbasilan atau 1aba permanent 

establishment 1lllalah l«d- sama-sama bertujuan mencari pengbasilao. 

Benlasarlom Pasal4 aya! (I) point c UU No 36 Tabun 2008, laba meropakan salab 

satu beotuk!ienis penghasilm Pada Mkeklltnyo tennino!ogi penghasilan dapst 

disamakan deng.n !aba. Peoghasilan bi=ya digunakan untuk menyabut eartlftrg 

11111111 peningkatan kemampuan ekonoini atau peningkatan aktiva ben;ih notuk 

O!lll!g pribadi. Sedangkan laba biasanya digunakan untuk menyebut earning atau 

peningkatan kemampuan ekonoini alatl peningkatan ak1iva ben;ih badan a!llu 

~-
Dati aspek t<tt troo!)f ldmsusnya OECD Model, a!at uji pemajakan negara 

sumber sruna-sama menggunakan ~clogifix<d atau \tlap. Untuk indepetulcnt 

perscnal """"""" fix<d tl<W! scdangkan tmtuk permanent wablfshment 

menggunakanfo'ed place. Benlasarlom l«dua persmn .. o ~ di lltOS, negm:a­

uegma 'Jill!iu "'"''g>l'lJ!!lll' - penghasilan ~ perscnal ,.,..;,.. 

<iengan permanent ma!J{fshment11llalah =na. ~ pasall4 yangmengatur 

independ£nt p<r>(RW/ S8rvices1'0da 1lllHm 2006-dibapus. ~ tligabung 

·a tau diasimilasikan!<e"""""' pasal7 rentang b..tm!tiS prcftt. 

Adapon kberapa ped!edam-~ persotr.:ll..,mces-dmgan 

tm.tn= pndit dapai dililla! pam. 'fabel4.i b<:rikuiim. 

Tal!d.-4.1 
Perbedunl'cngbasllan 

Intfqretulclft Petmlllll 8effleG<lC!If,U. Blfsiaess l'n1ftt 

Perumggungjamb 
kegiatau 

Pemberion jasutas 
nama pemberi jasa 

l?em.bayar.m foe allis 1llll1m 
perusabaan 
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Faktor Pembeda 

Prinsip pengenaan pajak 
oleh negara swnber 

l~l'e<sonal 
Sei'IJices 
mcmbcrikanjasa 
Hanya berlaku 
attribution principle. 
Tidak berlakuforce of 
attrction rule dan 
effectively connected 
income. Artinya, IPS 
.akmufikenai Jllliak di 
negara sumber banya 
atas pengbasilan yang 
berliSal dari kegiatmi 
yang masuk kalegori 
IPS yang dilaksaoakan 
di Negara sumber 
ten;ebut. 

Buslne<ol'rojit 
/Enterprise Pro fit 

52 

Berlaku allrihution 
principle dauforce of 
atm:lion role. Babkan di 
Indonesia juga berlaku 
effecttvely C(lftflee/ed 
income. Seluruh 
pengbasilan yang tedaUl 
dengan BUT tersebut. 

fdentifikas; ped>edaan l<amlderislik pengbasilan ~ tereantum 

dalam Tabel 4.1 di atas business profit/enterprise profit diBsumsikan laba yllllg 

Jl1peroleb bedau (/£gi1J. .per.ron) sementara ilu indepe:ndflnt l"'f"'l1l"1 ~ 
diasumsikan dil>lmkl!D dalam bentuk usaha pribadi llllW ~ (nohm: 

pt'.r.ron). Dala:m ~ indepent:/enJpeJ:!101WI serocesjuga .dapat.dilakukan 

mclalui suatn Vlllldah perusahaan {pmfessiona/ firm). Profossimla1 finn bisa 

-~- prlbedijika.dimililri oleh SIIW.._.g misalnya Kantor AlruiWm 

"Mnslim SE, Ak, BAP". Tetapj juga bisa .meojadi usaha peJ:Sclruluon misalnya 

Kantor .Akmmm 'Milslim & .Rdam". Dala:m lron!r.ks P"""'""" P"'J"!iakan 
Indonesia, usaha prlbedi llllW ~ dikategorikml sebogai .'!lJbj.<k pajak 

- prlbedisedan,glnm usah>:.dm -"""' lehih.d!ka!egorikan sebogai sul>jak 
pajakbedau(pasa! 1 M,-alo!.ke-2 LlUKUP}. 

4.2. Ilampak.Asimilas;P..asai14T.eulaog~~SmrkeirKe 

Dalam P.asal7 Tpntang &siqess.h.(}jil Bagilll.do.nesia 

Sepetti ,dideSnisi!ran dalam !lab !!, imfe,.ne.'lli!!nt pe.rsom/.services .adalah 

1reg1atan peniberian jasa o1eh individu y<111g iidak OOrilcat pa<l:a perusahaan­

(jmiqmJdmt) dan rudasatkan pada.keallliBll pmfr.!111iona1 yang dillliliki .seseomng. 

JnrkpemienJ perM111Lii s=ices mempunyai :lalnlkteristilc l!Dflu:a loin per.WJIJl 

UniVI>rollall lndollf!lll~ 
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k.now~how, pemberian jasa secarn independent1 dan dilakukan di tcmpat yang 

berbeda-beda atau sering berpindah tempat. 

Menurut OECD Model, pengena:an pajak: independent personal services 

dltontukan donganj'rxed bose rule. Sedangkan UN Model menambah alatllji rime 

-lffl role. -Bahken-dtilu UN MOOcl juga~ bome rule. Selain liga 

keten11.1at1 tersebul, ...,.... tooritis pemajakan individu juga dapat <liloi."Ukan 

~ manitery tesr.- m<mttery-rest, ~ilk &pat<likenalam·<>k:h 

~ sumbor jiko~ :yang <litcrima me!ebihi ilmbang balas (tfJJ·-.ltold), 

t111pa 1!lelllperitaliian1ime 1e.t. 

Asmtllosi Pasal 14 dalam Pssa!? ~ lo!r""" -!idol:: oda periledaaa 1!!!!4111 

~~ ~ pera.mat-woos«ngoa ~profit 
suatu permanent esrablislmtwt. Fixed ·base maupun J'<"'ll1lf"'f <Sfa/JIIsltnrenl 

~ 1llat uji 1IIIIUk --lam jmisdiksi panajabtt 'SUallt 'PC'll!hosilan, 
apakab dibnakan Jl'\iak <>k:h.,_,.-domisili -~ sumbe<. 

'fa:SWJI88ll 1mta:mjix.ed "ba.m dengan pemJUtJent esta!IDslrmeni'fidak i.nmya 
...,...... ~ tetapi juga dalom -pt'ltktek. l'ennancm <Sfa/J{iahment <llm.flx<d 

base .............,.1IICOS)Iaratkaniempat<mp. T~yanglledleda~ 

<timilksodl;m 1l1'ltUk-yang pribadi <1-loadoll. """"""'1ISOha <laplll 

bompa 1lll8ha ~ (r02tru~ ~"'"''"'} 1!lau 1ISOha yang dillllm!cm 

olth be<lan (legal per.son). Hal 1ni ....,.; dmgan \lefinisi {JU !'Ph Pssa! Z 1!1"1(:5) 

'YaiW ~~-mertlplllam- -beBWk iiSidut- <ligltnebn 

<>leh-pribadi dan badon. 

Fired base dipcrsamakan dengan permaneni <Sfa/J/ishment ~ 

lisik dan ilkliviW!. FWk ted<ait dengan suatu tempat tetap, sed11!lgkan ilklivitas 

ted<ait dmgan time test. Seca:ra lronseptual, antarafixed base dengan permanent 

establishment merupakan I!& yang sama. OECD Model sebelum tahun 2000 

mmga!ur """""" lledleda - jasa dengan bi>nis. l3imis diherikJw. 'kril<lria 

pemajakan yang lebih be<at dibandlnglom denganjasa. 

Tempat dilalrukannya kl:gJa!an usaha atau bisnis adalah flx<d place, 

sed11!lglom untuk pemberian jasa di suatu bose/tempat yang bukan 1l1'ltUk usaha, 

tetapi"""""" regular ada Misa!eya di bote! yang bukan mempakan -pat usaba, 

tetapi jib diganakan untuk melalrukan kegialon penyetaban jasa, milka hotel 
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ter:sebut dianggap sebal¢ fixed base. Tingkat permmentce yang lebih rendah 

padafued base dil>andingkan deng;mfi~ed place ulllukpennanent esfablishmeni 

- .!l!l<ia .babwa suaru lregia!an usaha barus dijalankan melalui tempo! 

yang pennanent sementataflred base llanyame!al»i ngularly.available. 

Tingkat permanent <Ia! am lull ini dap.al dilillal Jlari dua dimillfsi. Pettama. 

pemmnenf benlasar!mn dimen.si Wl!knL Berapa lama SWill/ kegiatan usaha 

.dilalrolam. Kedua, permaJ1S1Jf dati .sisi tempat Jl!an lokasi usaha yang ted:ait 

dangan lokasi lregia!an usaha yang tidak boleh beq>indah tempat. Jasa bisa 

.beq>indall.pindah teqj1IDlung dati ~.bisois. Mlsalnya'bi.mis pertulljultan 

l<lllnedi barns berpindBb lempllt agar <elalu mendapatkao penO!IlOD yang banyak. 

Sebab jika menelllp di .sualll lempal, mal<a kemungkinan penonlllllllya Jl!an 

konsumennya sudah balill dillfJlMitdacoonya akbimya tidak mau lagi -..n. 
l'.e!bedaan .teoretis .antam fixed base dengaa pe1'J1IIJ11e1JI ~ 

adalah pecbedaan subjektif. Iika Subjek Plijek perusahaan amu badan, .malat 

.dit!'m•kan islilubpe~ ~ sedtmr)m• miiUk Sllhjek Pajal<.Qzaag 

PribaW diguDl!klm islilub fixed baae. Padohal bisa soja Subjek l'ajek Onlag 

l'nOadi melakukan kegiatan usaba .bukan dalam btegori jasa pnafl!sional ll::lapi 

menjaal bamg llsik yang ceoderungmemhutnhkaa lempaltetap. 

:P.enggabong;m alau.asimili.asi P.osal 14 dalam pasal7 yang dilalmbn oleh 

OECD ModJJI sudah tepat bagi negam ~ k.areDa mereka mempunyai 

J<epeo!ing;m Jelteolll. !)BCD mewaldli l<opeoting;m .negam maju dalam r.angka 

porundingan tox fni:JJy. Negrua bet:kemhang JidJik barus nrenerima usulan -

.maju. Asimilasi P.asall4 dalam P.osal 7 cpedu diloiji dan dipertimbaogkan oleh 

negam bedolmbang. Negrua bet:kemhang perlu melihat apakah asimi!asi te<sebut 

.mengumuogkao mujustrumerugjkandatiJ!spek.pemajakan. 

Uedaog-Undaog Pajek Pengbosilao Inilonesia pada. da.samya Ielah noleVBD 

deogan pembaban OECD MlldeJ tmebut. UU PPh Indonesia Ielah 

meodefiniaikao peT11l£111JIIIJ esJablishme111 sebol¢ usaha mang pribadi maupun 

- Sepem .diurnikao di .alaS, pambedao jasa oleh iodi:vidu dibeda.kan 

berilasarl<an P.osal S dan P.asal 14 (UN Mlldel}. P.osal 5 UN MlldeJ dignnakan 

.UD!uk .pemhedan jasa o!eh indi>idu alaS ·!liiJllll perusahaan (/iunW.ing sel'!lias). 

Serupa dillfJlM P.asal 5 UN Model edalub P.asall5 OECD Model yang mongetllr 
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tenlang dependent services. Sedangkan Pasal 14 di kedua model tax treaty 

tersebut mengatur tentang pemberian jasa yang dHalrukan oleb iod.iYi.du yaiJg 

independent. 

Dalam konteks ini terdapat dua tenninologi aJat uji. Yaitu, antara fued 

place deni!Jlilfu:ed base. Ag;Jr tidak te!jadi pengertian alat uji secara ganda, maka 

dilakukan asimilasi terhadap kedua pasal tersebut. Sekarnng tidak dibedakan 

antarn Wajib Pajak Onmg Pnl>adi dan Badan. lmplikasi dari asimilasi tersebut 

ada1ah hak pemajakan negara somber ditentukan berdasaJkan pennanent 

estLJblishment deDI!Jlil satn a1at Dji yBilufixed place. 

Indonesia sebagai negara berl<embang yang meogacu pada UN Model 

dalam membuat P3B, berpeluaug untuk mengilruti perubahan yang dilakukan oleh 

OECD Model, deni!Jlil mengasimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7. Sehab Undang­

Undang l'lgak Pengbasilan Indonesia swlah menggunakan konsep pennanen1 

elslablishment seperti perubahan OECD Model Sehiugga, asimilasi Pasal ]4 

.da1am P.asal 1 Jidak menimhuJkun masalah berJcaitan deogan peJaksanaan UU 

PPh. Pada saat penerapannya dalam P3B dan mengikat pe!janjian defli!Jlil negata 

lain tidak ada persoalau, karena sudah sesuai defli!Jlil ketentuan domestik. Hal ini 

tergantung dari negosiasi deni!Jlil negata Iaiu, apakah negara yang bersangkutan 

man atau lidak me)aJmkan asimjlasi tersebut 

AdaplDl implikasi terhadap hak pemajakan Indinfflia jika melakukan 

asimilasi Pasall4 ke dalam Pasal7 dalam tax treaty adalah sahagai berikut: 

a Onmg pnbadi luar negeri yang melakukan kegiatan dalam kategori 

independent personal servias akan dikenakan pajak oleh Indonesia jika 

timbul permenenl estahlislunent. Alat uji pemanenl establislunenl menurut 

OECD Model adalah fixed place. A1at uji ini mennmg mirip defli!Jlil a1at 

uji pasall4 yaitujixed base. Perhedaannya tingkatpermanence darifixed 

place lehih tinggi daripada fixed base. Dari sudut pandang kepentingan 

hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber fixed place lehih 

mong.mbmgkan sebah asa1 sudah ada niat menetap atau menggunakan 

tempat usaha yang te!Bp, maka subjek pajak onmg pnl>adi luar negmj all!u 

subjek plljak badan luar negmj lelah memenuhi krileria sehagai BUT. 

meskipun baru satn hari BBDdingkan defli!Jlil fixed base ysng 

Unlvensftas Indonesia 
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m~aralkan tetnpat usaha yang tersedia secarn reguler. Reguler berarti 

terkllit dengan periode waktu. 

b Jika asimilasi tersebut dikllilkan dengan Pasal 2 Ayat (5) UU PPb, makll 
pennanent establishment dapat dianggap timbul dengan kriteria yang 

san,gat variatif sampai dengan adanya agensi dependen dan asuransi 

dependen. Jad~ hak pemajakan Indonesia menjadi lebih Juas dari yang 

SOIII.Uia banya dengan alat uji fixed baYe (pasal 14 OECD Model) all!u 

fixed base dan timetesl (Pasal 14 UN Model). 

Den,gan kritaria BUT berarti independent penonai 3eJ'11ices akan 
diperlalrukan sebllgai subjek pajak badan dalam negeri (UU No 36 TahlllJ 

2008 Pasal 2 ayat (la~ Bahkan Pasal I angka ke-2 Undang-Undang 

Nomor 16 Tabun 2000 teniang Ketentuan Umum dan Tata Cwa 
Pe!pl!jakan menyatakan bahWB BUT merupalom bagirm dari badan (leg(li 

person). Meskipun pada kenyataannya BUT dapat beropa orang pribadi 

(nature person) atau badan (legal person). Artinya di Indonesia, BUT 

Orang l'n'badi peroenuhan keWBjiban perpajakannya juga dipel1i01Jlllk,m 

dan,gao WP Badan Dahun Negeri 

d Apakah tegadi koullik antala BUT Orang Pribadi dengan BUT Badll!t? 

Menmut peonlis, benlaarkan pa-an perpajakan lodonesia yang ~ 

baklla koullik akan tetapi penyejajaron kewajiban pajak antam BUT Orang 

Pribadi dangan BUT Badon. Meskipun oomg pribadi IOOipi BUT Orang 

po"badi tidak mendapat fusilitas Pangbasilan Tidal< Kena Pajak (P'l'Kf). 

Demikian juga dan,gao BUT Badan. Sebab PTKP banya d!'berikan pada 

WP Orang Pn'badi Dalam Negeri seperti dilllur dalam Pasa\6 Ayat 3 UU 
PPh. Perssmaan Jainnya adalah baik BUT Oraag Pribadi maupun BUT 

Badan sama-sama harus mempunyai NPWP dan kllWBj. 

meoyampalakan SPT. Hal ini tentu menjadi tidal< praktis bagi BUT 0raag 

l'noadi yang melakuklln kegiatan usaha di Indonesia kurang dari 183 hari. 

Nanmn bagi Indonesia NPWP bisa menjadi instrumen pengendalian dan 

monitoriag perpajakan yang sangat penting. Jadi dari &isi admioistr;ls~ 

BUT lahib meng1mbmglolo dibandinglam deugan independent persona/ 

services yang lidak memberikan aspek peningloltan administratif bjlgi 

~ tndon'l'!lo 

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB UI, 2009



$7 

Indonesia. IJemilcian juga dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, 

22, 23, dan 26 branch profit lax. Baik BUT Orang Pribadi Maupllll BUT 

Badan mempunyai kewajiban yang sama Hal ini rentu merupakan 

ekstensifikasi pajak bagi Indonesia dibandingkan independent persollfl/ 

services. Kendalanyo bagi Indonesia muncul keUka akan merealisasi bak 

pemajakan allis independent personal services yang telah menjadi BUT 

tersebnt. Karella l<arakterisOk independenJ personol services yang mobije 

dan bisa keluar lllJISUk Jndoneisa dalam waktu singkat telllpi dalaru 

:liclruensi tinggi Hal ini berbeda dengan ebpalrillt yang lrewajiban 

pajakuya dapat dikejar dari pemberi ketjanya. 

Adapuo pedledaan kew:g.'ban peq>ajakan BUT Orang Pribadi dengan BUT 

Badan narupak pada Tabel4.2 berikut ioi: 

Tahel4.2 
Perbedaan BUT 01'31lg Pribadi Versllll BUT Badan 

BUT Onlng Pribadi 
Tidak 
menyampoikan SPT 
dan menyetor 
angsumn PPh Pasal 
25 

Haoya beriaku 
atribution rule 

BUTBadan 
Menyampoikan SPT 
dan menyetor 
angsu:nm PPh Pasal 
25 

Berlaku alri/Jul/on 
rule,force of 
atracktion,dan 
effective comtected 
inccme 

Ar:&m!!entasi 
Balasan BUT OP lrurang 
dari 183 bari sementara 
SPT jangka waktunya 36!1 
bmi. Jika menyampaikan 
SPT berar!i bukan lagi 
BUTtetapi sudahmenj31ji 
WPOPDN 
BUT OP tidak mempUQ)'jlj 
kantor pusat 

e Tlka Indonesia mengasimuasi Pasall4 ke dalam Pasal 7, maku ~akan 

pengbesitlls independent persrJnal services diatur dalam Pasal 1. A! at uji 

yaog digunakan Indonesia .. bagai negarn sumber uumk mengenakan 

pajak pengbasilan rerselmt berdasarlom Pasal 5 ayat (3b) atau Pnsal yaog 

teda!it dengan fomishlng of services, yailu hanya berdasarlom time test. 

Adapun lmplikasinya bagi hak pemajakan indonesia adalah sahnjpll 

berilrut 
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• Hak pemajakan Indonesia akan berlrurang, Sebab, time test 

menjadi bertambah lama, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel 

4.3 berikut ini: 

Tabel4.3 
Negara dengao Time IJ!St 

Furnishing ofServkes yang Leblll Lama 

Sumber · Tm: 7reaty 

• Jika Pasal Independent Pers"""l Services diasimilasikan dengan 

Pasal Furnishing of Services, !llllkJo hak pemajalwt Indonesia afl1n 
berlambab sepe!ti teramfnm daJam Tabel 4.4. Sebeh, time test 

menjadi lebih pendek. 

Tabel4.4 
Negara dengan Tinre test Furnishing ofServkes 

yaog Lebih Sedikit 

Aljazair 
Bangladesh 
llelanda 
Brunei 
China 

Kuwait 
Malaysia 

Rgmblik Ceko 

Tunisia 

y OR!ania 

91lulri 
183lulri 
9llulri 
183 hari 
183 hari 
91 hari 
183 hari 
183 bari 
183 hari 
183 hari 
91bari 
91 hari 
183 hari 
120 bari 
183bari 
90bari 

3 bulan 
91 hari 
3bulan 
3bulan 
6bulan 
3 bulan 
6bulan 
6bulan 
3bulan 
3 bulan 
3 bulan 
3 bulllll 
6bolan 
3 bolan 
4 bulan 
I bolan 
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• Jika Pasal Independent Personal Services diasimilasikan dengan 

Pasal Furnishing of Services, maka tidak akan berdampak terhadap 

hak pemajakan Indonesia, karena time tes-nya sama seperti yang 

disajikan dalam Tabel4.5 berikut ini: 

Tabd4.5 
Negara dengan Tune test Furnishing of Services 

Sama Dengan Independent Personal Services 

Pasal Independent Pasal Furnishing of 
Negare Personal Services Services 
Afrika Selatan 120 hari 120 hari 
Amerika Serikat 120 haci 120 hari 
Australia 120 hari 120 hari 
Austria 90hari 3 bulan 
Finlandia 90hari 3 bulan 
India 91 haci 91 hari 
Inggris 91 hari 91 hari 
ltalia 90hari 3 bulan 
Kanada 120 hari 120 hari 
Korea (Republik} 90haci 3 bulan 
Mebilro 91 hari 91 hari 
Mesir 90hari 3 bulan 
Norwegia 90 hari 3 bulan 
Romania 120 hari 4 bulan 
Selandia Baru 90hari 3bulan 
Seychelles 90hari 3bulan 
Singapura 90 hari 90 hari 
S1ovalcia 91 hari 91 hari 
SJ>3DJ'01 90hari 3 bulan 
Srilanka 90hari 90hari 
Sudan 90hari 3bulan 
Suriab 183 hari \83 hari 
s...ma 90hari 3bulan 
Taiwan 120 hari 120hari 
Turlci 183 hari 183 hari 
Uzbekistan 90har:i 3 bulan 

Sumber: Ta.r 7reaty 

• Jika Pasal Independent Personal Services diasimilasikan dengan 

Pasal Roya1ti dan Furnishing of Services Permanent establishment, 

maka Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak alas jasa 

yang diberikan oleh independent personal services, walanpun 

WPLN tersebut tidak datang atau dalam pemberian jasa, 

Universitas Indonesia 
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kedatangmmya tidak melewali time test di Indonesia, yaitu seperti 

yang disajikan dalam Tabel4.6 berikut ini. 

Tabel4.6 
N<g,Bra yang Menggnnakan POTSenlase untuk Mengenakan 

Pajak alas Ktgialan Furnishing of Services 

Negarn 

Pakilrtan 
Swiss 
V$1ezuela 

Pasalindependent 
Pper.roMI Services 

120 hari 
91 hari 
90hari 
183 hari 
90hari 

Pasal Fumishing of 
Services 

ff.echni~X~I Services) 
7.5% 
10% 
lS% 
5% 
10% 

Dampak asimilasi tersebut hanya berdasazl<an perubaban lime tesJ 

dan prosentase tarif pl!jak Penelitian ini tidak melibut dampak ~ 

berupa penuruDlll1 atau keuaikan nilai rupiah potensi pajak bagi lndonesfll. 

4.3. Anlisipasi UN Model 

Terkait deugan asimilasi pasall4 ke daban pasal 7 OECD Modelapakah 

UN Model akan mengilruti ~ t....,but? Menurul penulis, UN Model bisa 

saja meogikuti asimilasi t....,but. Alasannya asiotilasi t....,but bisa merugikan 

tell!pi juga bisa mengnntnnglam UegliilHlegam bedrembang yang diperjwmgl<an 

oleb UN Model sebagai negam sumber pengbasilan. Argumentasi rasioual yaug 

mendasari asimilasi tersebut seperti kemiripan alat uji antara fired base dal3j11 

Pasal 14 denganfixed place dalam Pasal 5 yang menjadi kriteria Pasal 7 memaug 

layak dipertimbangkan supaya tidak le!jadi pengatunm ganda yaug 

membingangkan terbadap sam obyek pengbasilan yaug sama. Sebingga dapal 

diwujndkan tax treaty model yang simple dan jelas. Bagi negam berkeoibaugjika 

UN Model mengilruti asinlilasi, make mereka akan kebilangan aatu alat uji 

pemajakan indepemknt personal services yaug selama ini secant el<splisit 

tercantum dalam Pasal 14 yaitu lime test. Alat ujinya tinggai tersisa aatu yaitu 

pemu:ment establidrmentyang mirip denganft:-1 base. 
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Bagaimana antisipasi UN Model terkait dengan asimilasi tersebut? Jika 

UN Model pada akhirnya memutuskan untuk mengilruti asirnilasi Pasal 14 ke 

dalam Pasa17, maka bak pemajakan uegara somber atas pengbasilan dar:i kegiatlln 

independent personal sert~ices tidak akan bilang seluruhnya, Sebab UN MO<I~l 

telab mengantisipasi melalui Pasa15 Ayat (3b) yang mengatur tenta:ng pemberilp1 

jasa oleb perusabaan luar negeri melalui kacyawannya atau pihak yang ditunjllk 

mewakilinya, yang seeam fisik dilaknkan di negara sumber (fUrnishing services~ 

Namun demikian, antisipasi ini memang tidak bisa mengamankan selUfUb 

potensi bak pemajakan .negara smnber terbaJlap independent persanal sel1'ices, 

Sebab, ada satu celab di mana negara smnber tidak dapat mengenakan paj!lk 

temadap mdependent personal sen;ices. Yaitu lregiatm indepemlent person(ll 

services yang dilakukan bukan atas nama enterprise tetapi atas nama Oratlg 

pn"badi dan tidak melalui karyawan atan menunjuk orang lain sebagai pelabana 

pamberi jasa tempi dilaknkan sendi.ri oleh omng asing yang mempunyai keablUjll 

tersebut Jika peri<endamgan ke depan ekspar jasa negara maju ke negap~ 

berkemhang lebih baeyak yang dilaltukan """""' personal dan tidak melalpi 
professional firm sepel1i sekarang ini, maka hal ini kemu.ngldnan yang menj;mi 

alasan di balik asirnilasi Pasa1 14 ke dalam Pasa17 OECD Model. 

Untuk knntel!s Indonesia, ro<Sltiplln roisalnya asinulasi tersebat )ll!dl! 

akhirnya menjadi oelab penghindanm pajak seem legal bagi negam maju daljun 

mengekspar jasa ke negara berkembaug tetapi bak pemajakan Jndooesia t<:rlladap 

indepeodeudent persooal services akan teU1p aman. Sebab, Pasa1 2 ayat 5 UU IIPh 

telab meadelinisikaa permanent establishment tidak hanya sebagai benluk nsaha 
yang diguoalcm oleb enterprise atau badan telapi juga mencaknp baatul< usaba 

yi!!Jg dipergunakaa oleh orang pn"badi yaug tidak berdomisili di Indonesia llntuk 

menjalankan usaha atau melakakan kegiatm di Indonesia. 

Jadi pernrur.m peqllljakan lndooesia pada tingkat uodang-undang telab 

mampu mengantisipasi celab tersebut Pcrtanyaannya adalab apakab secara de 

facto Indonesia akan benar-benar mampa meajaring intlependent personal 

se111ices yang dilaknkan atas aama onmg pn'badi dan dilakakan oleb yang 

bersanglrutan im sendi.ri meagingat liskus selllma ini mllnpakeya hunya re.fuf!Js 

Unlv<!raltaslndon~rr 
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pada ekst<:nsifikasi dan intensifilrosi pajak terlladap penncment establishmen( 

badan seperti kantor cabang dan kantor perwak.ilan multinational compan;'! 
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BAB5 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. K<simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bah-bah 

sclx:lunmya, malat dapat disimpulkan baberopa hal sabagai berikut: 

a l<mlkteristik pengbasilan Wajib Pajak Ornng Pribadi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 14 dengan Pengbasilan Wajib Pajak Badan sepetli diatur 

dalam Pasal 7 OECD Model memiliki persamaan dan perl>edaan. 

PetS8IIlallllll) adalab Jreduanya """""' hakela¢ ekonomi merupak:an 

jl<llingkatan kemampuan ekonomi. Namun tenninologi pcngbasilan 

diganakan untuk <llllllg pribadi sedangkan tenninologi laba digunalom 

untuk kegiaWt usaha atau enterprise. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh 

0!8llj! pribadi m.oupun oleh lladan. l'ed>edllan ~ pengbasilan 

omng pnbadi deegan pcngbasilanllaba usaha (business profit) ada yang 

IJersifilt tdmis seperti ll1liS nama petnbayaJan jasa, indepcndensi pemberi 

jasa, pnanggang jawab pemberian jasa. Tetapi juga terdapat perbodaan 

yang cukup sabstansial seperti alat qji independent personal '"""iCeS 

menurut OECD Model banya tunggal berupa j"u:ed base sedangkan 

business profit deegun alat 'Iii BUT yang akan metJiliOII>esar bak 

pemajakan negara sumber. Disamping im juga tenlapat perbedaan prinsip 

pengenaan P!!iak oleb negam. sumbet dimana independent personal 

seiTices banya berlakn attribution rule sementara BUT (lndont5ia) 

betlakn juga force of attraction dee effiu:lively cmmected income. 

b Jika tax treoty Indonesia mengikmi sepcnuhnya OECD Model, pengaruh 

asimilasi Pasall4 tentanglndependent Personal Services ke dalam Pasal7 

tentang Business Profit mengnntungkan bagi hal< pemoijakan Indonesia. 

Karena bak pem'liakan mc:njadi lebib lnas melalui alat llji BUT yang lebib 

variatif dibandingkan dengan alar uji tunggal betupaft.red bose (ala! uji 

pssall4 OECD Model). Disamping i!u, BUT oru~g pribadi (independent 

pemmal services) akan diperlakakan sebagai wajib pajak badan dalam 
63 Universitas Indonesia 
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negeri sebingga dari aspek administratif dan cakupan pajaknya !ebih 

menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara somber. A!ternatif!ain, jika 

diterapklln dalam tax treaty Indonesia dapat dilibat berdasarka:n kotentuan 

yang ada dahun Pasallndependent Personal Services dan Pasal Furnishing 

of Services. Ketentuan terSebut dapot berbentuk time test, maupun 

persentase tertentu. Pengaruh berdasa!kan time test dapat dibedakl!n 

seper1i batilrut ini: 

• hak pemajakan Indonesia akan berkumng karena lime test Il!Ciijadi 

bertambah lama, lllllu 

• hak pemajakan Indonesia akan bernnnbah karena time lest bah 

untuk mengenakan pajak menjadi berlrurang, atllu 

• tidak akan bendampak teihadap bak pemajakan Indonesia, karena 

time test sama. 

• dampak berdasarka:n persentase tertentu, Indonesia mernpunyai hak 

untuk mengenakan pajak atas jasa yang diberilam o!eb 111dependerl1 

pe1'SDna/ services, walanpnn WPLN tmebut tidak datang, a!ljU 

dalam pemberian jasa kadatanJ!3IlDYll tidak J:DeJewm time test 4i 
Indonesia. 

5.2. Rekomendasi 

a Undang.Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengalur pajak 

penghasilan Indonesia terldni telah relevan dengan asimilasi pasal 

14. Dimana, definisi permanent establishment tclah me!ipUti usaha 

onmg pribadi maupnn badan. Oleh karena ilu, jika pemerintah 

Indonesia ingin mengikuti perubahan OllCD Model tahm 2000 

sebenamya tidak bartenl!u!g dengan pernturan perpajakan 

domestik. Untuk ilu pemeriDtah dapot melakakan asimilasi dengan 

negara-negara yang dampaknya akan mengunmagkan bagi bak 

pemajakan Indonesia dan tidak membah tax treaty yang jika 

diasimilasijustm akan merugilam bah pemajakan Indonesia. 

b Penelitian selruyutnya perlu menelaah lebih janb bagaimana 

per!akuan pajak BUT nnmg pnbadi. Hal ini sangat panlijjg 

Unlversttas kldonesla 
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dikarenakan S<jaub in! kebanyakan peraturan perpajakan di 

Indonesia kurang rnenegaskan secam eksplisit BUT Orang Pribadi. 

Demikian pula lu!lnya dengan referensi perpajakan di Indonesia 

Milsih Sllllgat sedikit materi yang mernbahas BUT Ornng Pribadi. 

Babkan, kesannya BUT banyalah BUT badan. 

Universitas lndonetr. 
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